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ABSTRAK

Nama : Susandi, $.H.
Program Swdi  : Magister Kenotariatan
Judy) : Tinjavan Yuridis Terhadap Kuasa Hukwin D3¢ Pengadilan Pajak

Berdasarkan Undang-lindang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang
Pengadilan Pajak

Pajak adalah semua jends furan yang dipungul oleh Pemerintah Pusal, ttrmasuk
Bea Masuk dan Cukai dan iuran yang di Pungut Pemerintah Daerah. Sistem
pemungutan Pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment yaitu, suatu
sistem pemungutan pajak vang memberikan wewenang, kepercayaan fanggung
Jawab kepada Wajib Pajak untuk menghilung, memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan sendif] besarnya pajak yang terutang. Dari sistem  tersebutf dapat
menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Digen Pajsk, dalam hal ini
Wajib Palak bertindak schagal Penggugat/Pemohon Banding, Untuk maj ke
proses Pengadilan Pajak, diperlukan Kuasa Hukum Swurat Kuasa khosos
bermeteral lengkap. Syarat untuk menjadi Kuasa Hukum menurnt Passl 34 UU
Penpadilan Pajak adafah @ Warga Negara Indonesia, mempunysl pengetshuan
yang fuas di bidang perpajakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri,
Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi Kuasa Hukum untuk
mewakili Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, termasuk Advokat.

Kata Kunei:
Pengadilan Paiak, Surat Kuasa Khusus
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ABSTRACT

Name : Susandi, S.H.

Study Program : Notary Magistrate

Title : Jurisdiction Review towards Attorney at Law in Tax Court
based on Legistation Number 14 of 2002 Regarding Tax
Court.

Tax is all types of contribution levied by Central Government, including Import
Duties and Excise and contributions levied by Local Government. Tax Collection
System followed by Indonesia is Self Assessment, where tax collection system
authorizes Taxpayers 1o asses, calculate, pay, and file a self reporting the payable
tax. From this system, that may raise dispute between Taxpayers and Government,
in this case, among other parties is a Directorate General of Taxation, in this case
Taxpayers may act as Plaintiff / Appellant. To Proceed in Tax Court, may also be
represented by his / her Lawyer and present a duty stamped of Particular Power of
Attorney. Requirement for acting as Attorney at Law in accordance to Article 34
of Taxation Act is: an Indonesian Citizen who has an adequate knowledge in the
fleld of tax and other requirements specified by Minister. it is, therefore,
concluded that all people may act as an Attorney at Law to represent Taxpayer in
Tax Court, including an Advocate.

Keywords:
Tax Court, Particular Power of Attorney
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia memberikan
kewenangan pemeriksaan administrasi perpajakan untuk menerbitkan
ketetapan atau perhitungan pajak yang berbeda dengan yang dilaporkan oleh
Wajib Pajak. Namun penerbitan ketetapan ataupun tagihan pajak terutang
yang dilakukan apabila tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan
tentunya akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak dan
dapat mengakibatkan timbulnya perbedaan pendapat antara administrasi
perpajakan dengan Wajib Pajak yang disebut sebagai sengketa pajak.

Penyelesaian sengketa pajak semula dilakukan secara administrastif
oleh institusi administrasi perpajakan dibawah pembinaan Departemen
Keuangan. Oleh karena itu, pufusan yang dihasilkan cenderung mempunyai
unsur ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi
masyarakat. Banyaknya sengketa yang harus diselesaikan dan disisi lain
tuntutan masyarakat terhadap kepastian hukum atas sengketa yang mereka
ajukan menyebabkan terjadinya perubahan dalam sistem penyelesaian
sengketa pajak. Yang terakhir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, penyelesaiannya dilakukan oleh
Pengadilan Pajak.

Namun demikian, Pemerintah sadar bahwa pajak adalah sumber
penerimaan negara yang sampai saat ini masih merupakan komponen terbesar
dari penerimaan Negara untuk pembangunan dan operasional Pemerintah.
Peranan penerimaan pajak semakin dominan bagi pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah. Itu sebabnya maka proses penyelesaian sengketa harus
dilakukan secara cepat dengan pembatasan waktu penyelesaian serta mudah
dan murah. Proses penyelesaian sengketa bagi Pemohon Banding atau
Penggugat dapat menghadiri sidang atas kehendak sendiri atau apabila
dipanggil oleh Hakim atas dasar alasan yang cukup kuat dan jelas.

Univarsitas Indonesia
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Sebelum membicarakan sejarah perpajakan di Indonesia ada baiknya
dibicarakan terlebih dulu pengertian dan Peradilan Pajak. Peradilan Pajak
adalah peradilan vang terkait dengan masalah administrast pajak yang
mempunyal fugas menyelesafkan sengkefa alau persclisthan yang timbul
karena adanya perbedaan pendapat antaras Pemerintab (bisz Direktorat
Jenderal Pajak/Direktorat Jenderal Bea dan CukaifPemerintah Daerah) di satu
pihak dengan Wajib Pajak di lain pihak menpenai besacnya pajak yang
ditctapkan. Atau boleh dikatakan sebagal penensah dalam penyelesaian
masalah ini.

Istilah Peradilan haruydsh dibedakan dengan istilah pengadilan.
Pengadilan {dalam bahasa Inggris: judiciary, bahasa Belanda: rechispraak)
dalam hal ini adalah terkait dengan fungsi atau togasnya. Sedangkan istilah
Pengadilan (bahasa Inggris: court, bahass Belanda: rechtsbhankj adalah terkait
dengan fembaga atau badan penyelenggaranys  vaitu  badan  yang
meiaksanakan fungsi peradilan palak.

Pads masa sebelum kemerdckaan afau masa penjajahan sebenarnya ini
sudah dikenal adanya peradilan pajak. Peradilan dapat dibedakan atas 2 (dua)
tingkatan yaitu lingkat pertama den tingkat kedua. Peradilan pada tingkat
aertams Hidak dapat dikatakan sebagai peradilan dalam anti yang sebenarnya
atm peradilan mumi. Hal ini disebabkan instansi vang melaksanakan fungsi
peradilan adalah sama dengan yvang melakukan penetapan pajak. Lebih-lebih
lagi yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas kebenaran yang
meruspakan upaya dan sarapa wntuk mencari keadilan bagi Wajib Pajak yang
wakia ity dikenal dengan doleansi adalah Meateri Keuangan PMinisier van
Fingncial) yang kemudian didelegasikan kepada Directeur van Financien
{setingkat Direktur Ferderal Pajak sekarang) dan kemudian kepada fspecteur
van Financien (Kepala Inspeksi Keuangan). Dengan kondisi sepert] ini tentu
saja Wajib Pajak berada di pihak yang lemah dan sulit unfuk meadapatian
keadilan yang sebenarnya. Pada wakta Htu ketentuan yang mengatur mengenal
fal ind adalah Ordonunsi atau Peraturan atau Undang-undang Pajak yang
bersangkutan, misalnya keberatan untuk Pajak Perseroan (PPs) 1925 atau
Yennootschap Belasting diatur dalam Ordonansi PPs 1925, Demikian pula

Universitas fidonesia
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untuk Pajak Pendapatan (Mnkomsten Belasting) diatur dalam Ordonansi Pajak
Pendapatan 1944."

Kemudian, apebila Wajib Pajak masih merasa kebenaran dan fidak
dapat menerima keputusan tersebul maeka Waiib Pajak maesih diberni
kesempatan untuk melakukan upays lanjutan yaitu dengsn mengajuiken
permohonan banding. Akan tetapi, karena pada waktu itu belum ada badan
peradiian pajak maka permohonan banding diajukan kepada Gubemur
fenderal Hindia Belanda, Oleh karena makin bertambahnya permohonan
handing sehingga pemerintah waktu ifu berkeinginan unluk mendirikan badan
khusus yang mepgurusi dan menyelesaikan permohonan banding ini. Dan
keinginan ini dapat dipenubi dengan ditetapkannya Staatshlad tahur 1915 No.
707 tanggal 11 Desember 1915 yaitu Ordonnantie Tot: Regeling van Het
Beroep in Belustingzaken (Peraturan Banding Pajak), Namun badan ini masin
berada dibawab Gubernur Jendera!, Sedangkan yang meniadi ketua badan mi
adalah Menterl Keuangan vang ditonjuk karena jabatannya (ex officio
Anggotanya terdiri dan calon-calon yang diusulkan oleh Mahkamah Agung
dan Kamar Dagang dan Industri.

Dalam perkembangannya, gunz memenuhi keinginan masyarakat
Wajib Pajak maka keputusan atas keberatan yang semula menjadi wewenang
Menteri Keuangan diserahkan kepada Kepala Inspeksi Keuangan vyang
kedudukannya dibawah Menteri Keuangan. Disamping itu kemudian diangkat
pula Ketua Pengganti yang adalah Wakii Ketua Mahkamah Agung. Dalam
prakteknya yang memimpin sidang-sidang adalah Ketua Pengpanti inl.

Parkembangan penting selanjuinyz adalab pada tahun 1927 dengan
diurdangkannya Staatsblad tshun 1927 No29 yaitu fof regeling Von het
bercep in belastingzaken ateu Majelis Banding (urusan) Pajrk ysng
menggantikan 5tb.1915 No.707. Hal penting yang diatur dalam peraturan baru
tersebut adalah mengenal jabatan Kefua Majelis Banding Paisk. Sesual
ketentuan Pasal 2 Ordonansi tersebul yang menjadi Ketua Maiclis adalah
Wakil Ketua Mahkamah Agung Hindia Belanda (Hooggeerechishof).

' K. Subroto, Dr. Diezoeli Sedhani, Syahriful Amwar, Mencasi Kesdilan Di Pengsdilan Pajak.
2008, Tokarta : PT Gomilang Gagusindo Handal, Hal. 5.
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Dengan adanya perubshan-perubshan fersebut maka kedudukan badan
peradilan pajsk semakin jelas sebagai peradilan yang tidak Jagi dipengaruhi
oleh kekuvasaan eksekutif. Schingga dapat dikataken sebagai cikal bakal
peradilan pajak yang mandiri seperti sekarang ini.

Pada awalnya Majelis Banding Pajsk hanya diberi kewenangan
memeriksa dan memutus perkara pajak-pajak Negara (Pusat) saiz. Namun
seiak tabun 1930 berdasarkan Stb, tehun 1930 No. 244 badan ini jugs diberi
wewenang menyelesaikan pajak-pajak  Dacrah  (misainva pajak  daersh
kabupaten, propinsi dil}. Kedudukan badan ini adalah di Ibukota Negara
wakiu ity yakni Batavia. Pada tahun 1936 terjadi perkembangan cukup penting
yaits berdasarkan Stb. tahun 936 Ne. 211 ditetapkan bahwa setiap pengajuan
Banding dikenakan Bea sehesar f 18 {(sepuluh gsiden) vang apabiia
Bandingnya diterima Bea tersebut akan dikembalikan.®

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tenggal 17 Apgustus 1945
membawa berbagai perubahan yang juga berimbas terhadap keberadaan dan
tatanan mengenal Peradilan Banding Pajak. Namun satu hal penting yang
menyangikut keberadaan peradilan pajak ini adalah masih dipertahankannya
peradilan banding tersebut sebagetmana dialur dalam Atwran Pelatihan
Undang-Undang Dasar 1945, Dalam Pasal [} Aturan Peralihan dinyataken
bahwa segala badan dan persfuran yang ada masih langsung berlaku selama
belom diadakan yang bars menurut UUD 1945.

Sebagai antisipasi kemungXinan berlakunya bukum ateu aturan yang
sudah tidak sesuai lagi ataw bertentangan dengan UUD 1945, maka
dikeluarkan Maklumsat Presiden Nomor 7 Tshun 1945 dimana antara [ein
dinyatakan bahwa hanya hukum yang tidak bertentangan dengan UJUD 1545
saja yang tetap boleh berlaku, Dalam hubungan ini karena peraturan vang
mengatur Magelis Banding Pajak (Ordosanst tahun 1927 Nomor 29) dianggap
tidak bertentangan dengan UUD 1945 maks dapat tetap berlaku tentunyz
dengan beberapa penyesuaian. Hal mana terjadi dengan dikeluarkannya
Undang-undang Nomor 3 tahun 1859, Materi yang distur Undang-undang ini
scbenarnys tidak banyak berpengaruh pada materi yang diatur dalam

2 1pid Wal. 6,
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Ordonansi tahun 1927 Nomor 29 tersebut karena hanya mengatur mengenai
istilah atau sebutan, misalnya sebulan Governeur de Provincie West Java
diganti dengan Ketua Mahkamah Agung. Tetapi ada satu hal yang penting dan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 yakni penegasan bahwa Majelis
Pertimbangan Pajak mempunyai kedudukan sebagai Pengadilan Administratif.
Karena itu pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua, Ketua Pengganti dan
Anggota Majelis Pertimbangan Pajak dilakukan oleh Ketua Mahkamah
Agung. Susunan keanggotaan Majelis terdiri dan unsur yang mewakili
Mahkamah Agung dan Kamar Dagang dan Industri.

Sementara ada pendapat yang kurang tepat yaitu penggunaan nama
Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) sebagai terjemahan dan Raad van Beroep
voor Betastingzaken. Nama Majelis Pertimbangan Pajak dianggap kurang
sesuai sebab dapat memberi pengertian yang keliru mengenal fungsi badan
peradilan banding mi karena timbulnya anggapan bahwa tugasnya hanyalah
memberi pertimbangan-pertimbangan saja tanpa wewenang untuk memutus
perkara, sehingga ada yang menganggap bahwa Majelis Pertimbangan Pajak
bukan merupakan badan peradilan {pajak) murni, melainkan hanya merupakan
instansi yang menangani upaya banding administratif. Namun hingga
berakhirnya masa tugasnya nama Majelis Pertimbangan Pajak tetap
dipertahankan.

Perjalanan sejarah Majelis Pertimbangan Pajak juga mengalami pasang
surut. Sejak masa awal kemerdekaan aktivitas Majelis Pertimbangan Pajak
boleh dikata tidak ada. Keadaan kemudian agak berubah pada waktu
ditunjuknya Ketua Majelis Pertimbangan Pajak yang baru yakni Wakil Ketua
Mahkamah Agung yang waktu itu dijabat Mr. Sardjono. Meskipun berjalan
lambat tetapi eksistensinya mulai terlihat.

Majelis Pertimbangan Pajak yang menggantikan jabatan Mr. Sardjono.
Berbeda dengan penunjukan sebelumnya, penunjukan dan pengangkatan
Ketua Majelis Pertimbangan Pajak yang baru ini tidak dikaitkan dengan
jabatan di Mahkamah Agung. Pejabat yang ditunjuk menggantikan Mr.

Sardjono adalah Soerjono Sastrohadikoesoemo yang sebelumnya pernah
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menjabat sebagai Kepala Jawatan Pajak {Direktorat Jenderal Pajak), Direktur
Bank Negara Indonesia den jabatan lainnya. D bawah kepemimpinan
Seerione  yang penunjuksmnya melalui Keputusan Presiden, Majelis
Pertimbangan  Pajak  mengalami  kemajuan yang cukup pesat dalam
penyelesaian tunggakan bauding vang wakie itu cukup banyak. Pada tshap
inilah kelihatan Majelis Pertimbangan Pajak mufai hidup kembali.’

Badan Penyelesatan Sengketa Pajak (BPSP) didirikan berdasarkan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
dimaksudkan untuk menggantikan tuges-tupas Majelis Pertimbangan Pajak
(MPP} vang dianggap sudah tidek memadai dan tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan dalam menycissatkan sengketa pajak secara lebih baik yakni
penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah dan
sederhana,

Dalam Pasal 2 E:Jrldangﬁndang Nomor 17 Tahun (997 tersebut
ditegaskan mengenai kedudukan BPSP sebagai Badan Peradilan Pajak yang
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor € falun 1987 sebagaimana dinbah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahwy 2007 teniang Xetentuan
Umum dan Taiz Caras Porpajaken {UU KUP) Di dalam undang-undang
tersebut dinyatakan babwa selama belum dapat dibentuknya Badan Peradilan
yang dimaksud oleh Undang-andang ini, maka pelaksansan tugasnysa masih
dilakukar: oleh Majelis Pertimbangan Pajek. Badan Penyelesaran Sengketa
Pajsk berkedudukan di Ibu kota Negara (Jakarta), Namun apabila dianggap
perfu dimungkinkaa untuk membentuk Badan Penyelesaiun Sengketa Pajak
yang sama tingkatnya di tempat lain.

Walsupun Badan Penyclesaian Sengkets Pajak dinvatakan sebagai
badan peradilan pajak tetapi ternyata tidak berpuncak ke Mahkamah Agung
sehagaimana scharusnya bagi badan peradilan. Pembinaan organisasi dan
administrasi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dilakukan oleh Deparicmen
Keuangan. Badan Penyelesaian Sengketa Pajsk diberi wewenang untuk
menyelesaikan 2 (dua) masalah pokok yaitu ¢

3 Ibid. 1-8.
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I. Banding terhadap keputusan keberatan Pajak, Bea Cukai dan Pajsk
Dacrab,

2. Gugatan terbadap pelaksanuan penagihan pajak dan kepuiusan perpajakan
tain selain keputusan atas Surat Keletapan,

Susunan Badan Penyelesaian Sengketa Paisk terdiri dan Pimpinan,
Anggota dan Sekretaris. Sedangkan Pimpinan terdini scorang Ketua dan satu
atau Iebih Anggota. Susunan keanggotaan BPSP tidak lagi dikaitkan dengan
Mahkamah Agung staupun Kamar Dagang dan Industri. Untuk dapat diangkat
sebagai Anggota seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan 2atara lain
berpredikat sarjang bukvm atau sarjana lainnya dan mempunyai keahlian di
bidang perpajakan. Ketua, Wakil Ketva dan Anggota diangkat oleh Presiden

Di dalam Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
terdapal ketentvan menpenai syarat yang oleh masyarakat Wajib Pajak
dianggap kurang tepal karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan
memberatkan bagi pemohon banding yaitu ketentuan yang menyatakan bahwa
banding hanya dapat dizjnkap apabila jumlah pajak yang terutang yang
dibanding telah dibayar lunas.

Selain itv jugas terdapat pensgasan mengenal sifat putusan Radan
Penyelesaian  Sengketa Pajuk. Penggunaan sebutan  “putusan”™  buken
“keputusan”™ adalab untuk menunjukkan bahwa produk itu berasal dan badan
vudikatif bukan dan badan eksekutif Sedangkan mengenai sifat putusannya,
merupakan putusan akhir {fingl) dan bersifat tetap dan bukan merupakan
keputusan Tala Lsaha Negara. Dengan demikian fidak dimungkinkan upaya
twkum lanjutan terhadap putusan Badan Pepyvelesaian Sengketa Paisk. Lalu
ditegaskan pula babwa putusan Badan Penyelesalan Senpketa Pajak dapat
langsung dilaksanakan tanpa momerivkan lagi keputusan pejabat yang
berwenang. Selanjuinys dapat dicatat bahwa ketidakjelasan peraturan yang
mengatur BPSP dalam beberapa hal menyebabkan BPSP dipertentangkan
dengan Pengadilan Tate Usaha Negara (PTUN).?

Demikianlah meskipun banyak kendala dan iantanpan yang harus
dihadapi namun kehadiran Badan Penyelesaian Sengketa Pajak telah

 fbid. Hal, i1
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memberikan era baru yang lebih jelas dan lebih baik dalam dunia peradilan
pada umumnya dan peradilan pajak pada khosusnya. Togas Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak dinyatakan berakhir pada saat diundangkannya
Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak vang malal
berfaku seiak tanggal diundangkan yakni tanggal 12 April 2002,

Pengadilan Pajak mulai diberlakukan scjek divndangkannya Undang-
undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dimaksudkan
untok mepgpantikan dan mencruskar tugas Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak (BPSP). Jadi Pengadilan Pajak adalah kelanjutan dari BPSP. Mengenal
kedudukan pengadilan ini ditegaskan bahwa Pengedilan Pajak merupakan
sebuah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pencgasan
ini menunjukan kedudukan yang berbeda dengan pendahulunya yakni Majelis
Pertimbangan Paiak (MPP) dan Badan Penyalesaian Sengketa Paiak (BPSP).

Pengadilan Pajak berkedudukan di Tbu kota Negara (Jakarta) namun
bila dianggap perlu sidang pengadiian dagﬁai dilakukan di temnpat Lain,
Susunan Pengadilan Pajak terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Sekestaris
dan Panitera. Pimpinan terdiri dari Ketua dan Para Wakil Ketua. Ketua, Wakil
Ketua dan Hakim merupakan Pejabat Negara yang diangkat oleh Presiden.
Salah satu syarat terpenting untuk menjadi Hakin adalah harus berilazah
sarjana dan mempunyat keahlian df bidang perpajaken Berbeda denpan MPP
pade Pengadilan Pajak juga tidak ada keterkaitsn dengan jebatan di
Mahkamah Agung dan Kamar Dagang dan Industri,

Dalam  Undang-undang Pengadilan Pajak dikenal adanye Kuasa
Hukum ysitu pihak vang dapat mendampingi atau mewakili pibak vang
bersengketa untuk memberikan bantuan hukum dalam penyelesaian sengksta
pajak. Mengenal wewenang Pengadilan Pajak ditegaskan bahwa Pengadilan
Pajak berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak atas keputusan
keberatan dan Gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan
lainnys,

Mengenal status putusan dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak
merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun
demikian, dalam hal tertentu masih dimungkinkan untuk melakukan upaya
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Peninjauan Kembali (PK)} ke Mahkamah Agung (MA). Lebih lanjut mengenai
Pengadilan Pajak ini akan diuraikan pada bab tersendiri.

Pengadilan adalah lembaga tempat pembelaan terhadap yang benar dan
hukuman bagi yang salah dan dilaksanakan menurut hukum. Sedangkan Pajak
dapat diartikan sebagai perikatan antara Negara baik Pemeriniah Pusat atau
Pemerintah Daerah dengan rakyatnya, yang timbul karena undang-undang
yang mewajibkan warga negara untuk membayar sejumlah uang kepada
Negara, tanpa mendapatkan sesuatu imbalan yang secara langsung dapat
ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara (rutin dan
pembangunan) atau sebagai alat untuk pengatur tujuan yang dikehendaki.

Pengadilan Pajak sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pengadifan
Pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan atas terjadinya
Sengketa Pajak. Dalam penjelasan mengenai Pengadilan Pajak ini antara lain
dinyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(UUKUP). Selain itu, Pengadilan Pajak adalah juga merupakan Badan
Peradilan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999
sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut di
atas merupakan pengganti dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang
mengatur hal yang sama tetapi berbeda sistemnya. Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1964 menganut dan mengatur mengenai bentuk dan sifat dan
kekuasaan kehakiman dengan menentukan hakim sebagai pengayom atau pada
zamannya pada waktu itu disebut sebagai peradilan terpimpin yang berarti
tidak ada kebebasan dalam menjalankan fungsinya.

Sementara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengatur sistem
peradilan bebas yang berarti dilaksanakannya peradilan bebas yang tidak dapat
dipengaruhi baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan yang lain,

Pengadilan Pajak yang juga menggunakan undang-undang ini sebagai salah
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satr pliskan hukumnys, dengan demikian suatn peradilan yang dalam
meleksanakan tugasnya bersifat bebas, yang berarti tidsk bisa dipengarubi
Pemerintah, misalnya Direktorat Jenderal Pajak atau bahkan Menteri
Keuangan atau Presiden sekalipun.

Selanjutnya pembentukan Pengadilan Pajak  juga menggunskan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana felah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkkamah Agung
sebagail landasannya seperti disebutkan di atas. Hal ini membawa akibat
bahwa Pengadilan Pajak dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa lepas dan
pengawasan Mahkamsh Agung Dalam Pasal 5 ayat (1} Undang-Undang
Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi
Pengadilan Pajak diloksanakan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan
bahwa Mahkamah Agung mempunyai ikaian yang erat dengan Pengadilan
Pajak dan sckaligus juga menunjukkan keberadasn Pengaditan Pajak sebagai
badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagl Wajib Paiak
pencari keadilan atas terjadinya senghketa pajak. Meskipun demikian, tidak
beranti bahwa Mahkamah Agung bisa mencampuri pelaksanaan tugas
Pengadilan Pajak yang bersifat bebas itu,

Apabila dikaitkan dengan fingkungan peradilen yang ada, Pengadilan
Pajak menipakan sustu pengkhususan di lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara sebagatmana diatur dalam Pasal 3A Amandemen Undang-Undang
Pengadilan Tata Usaha Negars (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004). Oleh
karena itu untuk maju ke pengadilan pajak harus memerlukan Surat Kuasa
Khusos yang membedakennya dari surat kuasa yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2603 tentang Advokat Pengaturan
mengenai Surat Koasa Khusus terdapat dan berdasarkan Undang-Undang
MNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Kuasa Hukum adalab orang yang dapat mendampingi atau mewakili
para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak. Ketentuan mengenai Kuasa
Hukum ini diztur dalam Pasal 34 Undang-undang Pengadilan Pajak yang
menyatakan bahwa para pihak yang bersengkets di Pengadilan Pajak baik
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Banding maupun Gugatan dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih

Kuasa Hukumn yang harus ditunjuk dengan Surat Kuasa Khusus.

Memahami mengenai apa yang dimaksud dengan Kuasa Hukum di
Pengadilan Pajak, penulis mendapatkan keraguan karena Pasal 34 UU
Pengadilan Pajak dalam penjelasannya hanya ditulis “cukup jelas”. Sementara
pada ayat (3) dari pasal tersebut yang merupakan pelaksanaannya dari Pasal
34 UU Pengadilan Pajak akan diatur lebih dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 6/PMK.01/2006. Dalam hal ini Kuasa Hukum tersebut
masih menyisakan berbagai pertanyaan seperti siapa yang berwenang
ditunjuk menjadi Kuasa Hukum Pemohon Banding/ Penggugat atasTermchon
Banding/ Tergugal, apa persyaratannya. Apa yang dimaksud dengan Surat
Kuasa Khusus dan bagaimana dengan adanya Undang-Undang Nomor 18
tahun 2008 tentang Advokt. Apakah Advokat juga juga bisa bercara di
pengadilan Pajak tersebut? Oleh karena itu penuli mengambil masalah ini
untuk menulis tesis dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kuasa
Hukum Di Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomer 14
Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Pokok Permasalahan :
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan
masalah sebagai berikut :
I. Bagaimana kedudukan kuasa hukum yang beracara di Pengadilan Pajak?
2. Bagaimana perbandingan kuasa hukum yang beracara di Pengadilan Pajak
menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak dengan kuasa hukum yang beracara di Pengadilan Umum menurut

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad?

Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan
analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan

konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu,
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sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti

penelitian dilakukan dengan taat asas °. Untuk itu penelitian ini dilakukan

berdasarkas tahapan sebagat berikut

. Jenis Penelitian,

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.
Penelitian hukum normatif adalah penelitisn hukum yang menggunakan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder &,

2. Tipe penelitian,

Tipe penclitian vang digunakan dalam penelitian ini adalah deskeiptif
analitis dan allernatif pemeecahan masalah. Deskriptif analitif yaitu
Penclitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas, rinci dan
sisternatis’ mengenal permasalahan surat kuasa khusus yang saling
bertenlangan antarz surat kuasa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pepgadilan Paisk denpan surat kuasa dalam Undang-
Undang Nomor |8 tzhun 2003 feniang Advokat.
3. Data dan sumber data.
Data yang diambii dalam penelitian ini adalah data sekonder yaitu
dengan mengumpulkan bahan-bahan fertulis vang akan dibahas, berupa
peraturan perutclang-undangan yang membahas tentang Surat Kuasa dan
contoh Surat Kuasa untuk Pengaditan Pajak dan Advokat

Sumber data sekunder atas pustaka hukum int diperoleh dari :

a.  bahan hukum primer yastu bahan hukum yang mengikat berupa
keputusan, mmturan,' peteniuk pelaksanaan yang mengatur atau terkait
dengan sural kuasa,

b. bahan hukum sskuoder yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenal bahan hukum primer yaitu terdin dari buku-buka,
makalzh dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan penalisan tesis

ini.

* Sri Mamudii., Metode Penelitian Dan Peralisan Hukam, cet. t, (Jakarta : Badan Penerbit
Fukultes Hukum Indonesia, 2005), hal, 2.

* Sserjono Sockanto dan St Mamudii, Peselitian Hukum Normatlf, ed. 18, {Iskarla .
RajalGrafinds Porsads, 20063 kal. 12

7 8ri Mesudfi, o7 al, hal. 4.
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<. bahan hukum tertier berupa kamus hukum,?

4, Pengumpulan data.
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan
vaitu studi yang didapat dari peraturan perundang-undangan serta
beberapa literatur ajau buku-buku dengan cara membaca, mempelajari,
mengutip data tersebut untuk pembahasan’.

5. Pengolahan data,
Setelah data terkumpul, kemudian diperiksa kembali untuk menghindart
kesalahan dan kekurangan. Jika telah sempuma maka data fersebut
diklasifikasikan menurut bahssannya. Selanjuinya data disusun sesuai
dengan kerangka bahasan yang ditenfukan, sehingga dapat mempermudah
untuk memperoleh kegimpulan,

f. Analisis data.
Data yang terkumpul kemudian dianilisis dengan menggunakan metode
kualitatif yaitu dengan cara menguraikan kedalam bentuk kalimat secars
sistematis. Melalui metode ini diperoleh yang jelas mengenai masalah

yang dibahas.

D, Sistematika Penulisap
Sistematika dalam penulisan tesis ind adalab terdit] atas 3 (tiga)
bagian atau discbut bab yang berkaitan, untuk melihat hubungan vang jelas
antara satu bab dengan bab lainnya dibuat sistermatiks penulisan sebagai

berikut:

BABI PENDAHULUAN
Bub ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang  masalah, pokek permasalahan, melode
penclitian, dan sistematika penulisan.

BAB I Tinjavan Yuridis Terbadap Kussa Hukam Di

Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor
14 Tabun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

*Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op. cit., bal. 13.
* Sri Mummudii, er af, op. cit., Jral. 30,
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Bab II merupakan bab pembahasan mengenal Tinjauan
Yuridis Terhadep Kuasa Hukum Untok Maju Ke Proses
Pengadilan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14
Tshun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang terdiri dari sub
bab yang berisi tentang Landasan Teori Temtang Pajak,
Tentang Pengaditan Pajak, Pelaksanaan Peradilan Pajak
Sebelum Banding Di Pengadilan Pajak, Pihak Yang Dapat
Mengajukan Gugatan dan Banding ke Pengadilan Pajak,
Peninjauan Kembali (PK), dan Pembahasan  Pokok

Permasalaban.
PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup vang berisi kesimpulen
yang merupakan jawaban dari pokok permasalshan vang
digjukan dalam tesis inf, dan apabila ferdapat fakia baru
tetapi tidek termasuk dalam jawaban permasalahan maka
akan dimasukan kedalam saran-saran yang mungkin dapat
bermanfuat bagi perkembangan hukum mengensi Pajak di

Indonesia .

Unlversitas Indonesia

Tinjauan Yuridis..., Susandi, FH Ul, 2009



13

BABII
Tinjauan Yuridis Terhadap Kuasa Hukum Di Pengadilan Pajak
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengsdilan
Pajak

2.1 Landasan Teori Tentang Pajak
2.1.1 Pengertian Pajak

Di berbagai negara maju di dunia pajak telah menjadi sumber penerimaan
negara yang paling besar, Pejak menjadi tolok ukur sampai sejeub mana suatu
negara dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dengan mandirl, TH

Indoresia sendirl sejak reformasi perpajakan digulirkan pada tshun 1983,

penerimaan pajak {elah meningkat secars signifikan dard tahun ke tahun

Beberapa ahli dalam bukunya masing-masing felah mendefinisikan pajak,
dlantaranya adalah pengertiannya pajak menuret Prof. Dr. Rochmat Soemitro, 8H
dalam bukunya “Brasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan® (1990:5) :

“Pajak adalah juran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal (koniraprestasi)

yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengsluaran

gmim’,
Dari pengertian tersebut dapstlal disimpulkan bahwa unsur yang melekat
pada pengeriian pajek yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan imdang-undanh serta aturan pelaksanaannya,

2. Sifatnya dapat dipaksakan, Hal ini berarti pelanggaran atas sturan perpajakan
akan berakibat adanya sanksi,

3. Dalam pembayaran pajak (idak dapat ditunjukan adanya konirasepsi secara
langsung oleh pemerintah.

4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintab
dacrah. Pemungutan pajak tidak boleh dilakukan pihak swasta yang
orientssinya adalah keuntungan.

5. Pajak yang diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang
bila dari pemasukannya masih ferdapat sorplus, diporgunakan unfuk

membiayal public investment,

Univarsitas Indonesia

Tinjauan Yuridis..., Susandi, FH Ul, 2009



16

Pajak menmiliki dua macam fungsi, yaitu

1. Fungsi penerimaan {Budgetair); paiak berfungsi scbagai sumber dana vang
diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengelusran
rutin maupun pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak makin meningkat
dari tahun ke tahun, Sejak tahun anggaran 1992 / 1993, penerimaan darl sekior
pajak telah mencapai diatas 50% dari volume penerimaan APEN, sebelumnya
pada sekior penerimaan febih banyak bertumpu pada sektor migas. Persentase
tersebut ferus meningkat hingga saat ini yang mencapai 80%.

2. Fungsi mengatur (Regulerend); Pajak berfungsi sebagai alat untuk meongatur
atay melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagat contoh
yaity dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga
konsumsi minuvman keras dapat ditckan. Demikian pula terhadap barang
mewah dan rokok.

Kedua fungsi tersebut merupakan peran utama  pajak.  Dalam
perkembangannya, peran {ersebut menjadi lebth luas dengen adanya fungsi
redistribust dan demokrasi. Fungsi redistribusi penghasilan yaite fungsi yang lebih
menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat
dari adanya lapisan tarif pengenaan pajak, yaitu tarif vang lebih besar untuk
tingkat atau lapisan penghasilan yang lebih tinpgt.

Fungsi demokrasi merupakan salah safu penjelmaan atau wujud gistem
gotong royong termasuk menjadi iebih luas dengan adanya fungsi redistribusi dan
demokrasl. Fungsi redistribusi yaitu fumgsi yang lebih menckankan unsur
pemeratson dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi terlihat dard adanya lapisan
tarif pengenaan pajak, yaitu tarif yang lebih beser untuk tingkat atau lapisan
penghasilan yang lebih tinggl Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan
dengan tingkat pelayanan pemerintab kepada masyarakat khususnya pembayar
pajek. Apabila pajak telah dilaksanakan denmpan baik, maka timbal baliknya
pemerintah harus memberikan pelayanan torbaik,

® Negara, Tunggul Ansahari Setia, Pengantar Hukum Pajak, 2006, Jakarts : Bevumedia, Hal. 12,
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2.1.2  Kedudukan Hukom Pajak

Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah sebagaimana
diatur dalamy Pasal 23A Urndang-Undang  Dasar 1945 {pengenaan dan
pemungutan pajak uniuk keperluan nepara berdasarkan undang-undang). Atas
dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan
dari masyarakat ke pemerinizh, untuk membiayal pengeluaran negara dengan
tidak mendapatkan kontraprestagi secara langsung. Oleh karena itu, segala
tindakan yang menempatken beban kepada rakyat sebagai contoh pajak harus
ditetapken dengan undang-undang yang mendapatkan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.

Kegeluruhan peraturan vang meliputi kewenangan pemerintah untuk
menpambil kekayaan sescorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat
melalui Kas Negara termastk dalam ruang Hiogkup Flukwrn Pajak. Mengingat
peraturan ini menyangkut hubungan antara negara dengan orang pribadi atau
badan yang mempunyal kewajiban membayar pajak, maks hukum pajak
merupakan bagian hukum publik,

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana dapat dilihat dari adanya
sanksi pidana atas kesipasn dan kesengajaan terhadap Wajib Pajak yang
melanggar ketentuan perpajakan, Hukum Pajak mempunyai ruang lingkap yang
luas, tidak hanya menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang
dihubungkan dengan penanganan pajak dan merumuskan serta menafsirkan
peraturan hukum dengan memperhatikan keadean ckonomi dan  keadaan
masyaraket, hukum pajak juga memuat unsur hukum pidana dan peradilan seperti
yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Penpadilan
Pajak,

Sedangkan hubungan paiak dengan hukum perdala adalah bahwa hukum
pajak mencari dasar kemungkinen atas kejadian-kejadian, keadaan, dan
perbuatan-perbuatan hukum vang bergerak dalam lingkungan perdats, sepert
penghssiian, kekayaan, perjanjian penyershan hak, dan sebagainya.
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2.1.3 Asas dan Dassr Pemungutan Pajak
2.2.3.1 Asas Pemungatas Pajak

Uintuk mencapal wjuan pemungutan pajak, dalam memilib

alterpatif pemungutan perlu berdasar pada asss-asas pemungutan

pajak schingge terdapal keserasian antara pemunguian pajask

dengan Wjuan dan asasnya. Adam Smith dalam buku ‘A Inguiry

inte the Natura and Causes of the Wealth of Nutions’ menyatakan

bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas ;"

L

Equality

Pemungutan pajak harus bersifst final adil dan merata, yaitu
dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding denpan
kemampuan membayar pajak {ability fo pay) dan sesuai dengan
manfaat yang diferima. Ad# dimaksudkan bahwa sctisp Wajib
Palsk menyumbangkan uvang untuk pengeluaran pemerintah
sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diterima
Certainty

Penerapan pajak o tidak ditsstukan dengan sewenang-
wenang. Oleh karena ity waiib pajek harus mengetahui sceara
Jjelus dan pasti pajak yang tecutang, kapan harus dibayar, serta
batas waktu pembayaran

Covernience

Kapan Wajib Pgjak itu harus membayar pajsk sebaiknya sesuai
dengan saat-saat yang lidak menyulitkan Wajib Pajak sebagai
eontoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasitan. Sistem
pemungotan im dischut Pay as You Eam.

Economy

Secara eckonomi bshwa bisya pemungutan dan  biaya
pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak dihsrapkan
seminimal mungkin, demikin pula bebar yang dipikul Wajib
Pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban
yang dipikul paiak.

Y Ihid Had, 26
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Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan
perpajakan maupun dalam hal pelaksanaanya harus dipegang teguh

walaupun keadilan itu sangat relatif.

2.1.3.2 Dasar Teori Permnungutan Pajak

Meski dijelaskan berbagai teori tentang dasar pemungutan
pajak, pembayaran pajak umumnya telah dianggap sebagai sebuah
beban, ketimbang sebagai sebuah kewajiban apalagi sebuah
kesadaran bahwa pemungutan pajak memang perlu didukung. Hal
int antara lain disebabkan karena tidak adanya kontraprestasi yang
tangsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. Teori yang menjadi
dasar bagi negara untuk pemenuhan pajak, antara lain :'

a. Teori Asuransi
Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi.
Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha
melindungi orang dari segala kepentingannya misalnya
keselamatan atau keamanan harta bendannya. Masyarakat
seakan mempertanggungkan keselamatan dan keamanan dan
jiwannya kepada negara seakan mempertanggungkan
keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara sehingga
masyarakat harus membayar premi kepada negara. Pada
kenyataanya menyamakan pajak dengan premi tidaklah tepat,
karena jika masyarakat mengalami kerugian, negara tidak dapat
memberikan penggantian layaknya perusahaan asuransi.

b. Teori Kepentingan
Teori kepentingan diartikan bahwa negara yang melindungi
kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan
memperhatikan pembagian beban yang harus dipungut dari
masyarakat. Pembebanan ini didasarkan pada kepentingan

setiap orang dari masyarakat. Warga negara yang memiliki

2 Ibid, Hal 34.
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harta lebil banyak akan membayar paiak yang lebih besar, dan
sebaliknya yang memiliki harta lebih sedikit membayar pajak
lebih kecil untuk melindungi kepentingannya,

. Teori Gaya Pikul

Teorl int berpangkal dari azas keadilan yaitu balwa tiap orang
dikenskan pajak dengan bobot yang sama, Pajak yang dibayar
adalah meurut gaya pikol dengan ukuran besarnya penghasilan
dan pengeluaran seseorang. Kekuatan {gaya pikul) untuk
membaysr paiak baru ada selelah ferpenuhinyaz kebutuhan
primer seseorang. Dalam pajak penghasiian Kita kenal konsep
Penghasilan Tidak Kenaz Pajak (PTKP). RBila seseorang
berpenghasilan di bawah PTKP berarti gaya pikulnya tidak ada
sehingga 1 fidak harus membayar pajak. Teori ini lgbik

mengkankan unsur kemampuan seseorang dan rasa keadilan.

. Teori Bakii

Teori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini
mendasarkan bahwa negara mempunyai hek mutlak untuk
memungut pajak. Dilain pihak, masyarakat menyadari bahwa
membayar pajak schagat suaty kewajiban untuk membuktikan
tanda baktinya terhadap negara karepa negaralah yang bertugas
menyelenggarakan  kepentingan  masyerakatnya.  Dengan
demikian dasar hukum  pajak terletak pada hubungan
masyarakat dengan negara.

. Teori Gaya

Pembayaran  pajak  dimaksudkan  untuk  memelihara
masyarakatnya, Pembayaran pajak vang dilakukan terhadap
negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur dart pajak agar
masyarakal fetap  eksis, Teari inl  mendasarkan  pada
penvelenggaraan  kepentingan magyarakat vang dianggap
sebagal dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan
individu atau negara, sehingga pajak lebih menitikberatkan
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pada fungsi mengatur. Dalam teori ini masyarakat akan tetap

terjamin dengan pembavaran pajak.

2.1.4 Hukum Pajak Materiil VS Hukum Pajak Formal
Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintab (fiscus) selaku
pemungut pajak dengan Wajib Pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi :

L

Hukum Pajak materill, memuat norma-norma yang menerangkan

keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak {objek
pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak)} berapa besar pajak

yang dikenakan, segals sesuatu lentang timbul dan hapusnya viang
pajak, dan hubungan hukom antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Hukum Pajsk Materiil meliputi

a,
b.
€.
4

6.

DU Pajsk Penghasifan

UL Pajak Pertambahan Nilai

Ui Pajak Bumi dan Bangunan

UU Bea Perolehan atas Tanah day atau Bangunan
UTJ Bea Materai

Hukum Pajak Formal, memuat bentuk atau tata cara untuk
mewuiuzdkan Hokum Materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal

inl membual, antarg lgin -

8.
b

Tata cara penetapan ulang pajak

Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadsan,
perbustan dan peristiwa yang dapat menimbulken utang pajak
Kewajiban Wajib  Pajak, schagai contoh penvelenggaraan
pembukuan  siau  pencatatan, dan  hak-hak  Wajlb  Pajak
mengsivkan keberatan dan banding

Hukum Pajak Formal mefiputi ;

1.
2.
3.

U Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
UV Pengedilan Pajak
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2.1.5 Jenis-jenis Pajak"’
2.1.5.1 Pajak Menurut sifatoya terdiri atas

a. Pajak Langsung adalah pajak yang pombebanannya tidak dapat
dilimpahkan kepada pihak Iain felapi harus menjadi beban
langsung wajib pajek yang bersangkutan, Conteh @ Pajak
Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat
dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2.1.5.2 Pajak Menuyut sasaran / Objeknya terdiri atas ¢

Pembagian menurut sasaran / ohjeknys dimaksudkan untuk

membedakan dan membagt pajak berdasarkan cipi-ciri prinsip

sebagai berikutl:

2. Pajak subieRiif, adalah pajak yang berpangka! atau berdasarkan
pads subjeknya vang selanjutnya dicari syarat objeknya, dalam
arti mem perhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan
pada objeknya, tanpa memperhatikan keadasn dari wajib pajak
Contoh © Pajak Pertambahan Nilal dae Pajak Peniualan atas
Barsng Mowah

2.1.5.3 Menurat Pemungutannys, pajak terdisi dari ;
'a. Pajak Pusat, adaleh pajek yang dipungut oleh pemerintah puséz
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
b. Pajak Dacrah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak

Hiboran den Bin-lain

 14id. Hal. I8.
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2.1.6 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan dilakukan berdasarkan 3 stelsel :"*

a.

Stelsel nyata { riil stelsel}

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata,
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,
yakni seteiah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.
Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode
(setelah penghasilan riil diketahui)

Stelsel fiktif (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh
undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama
dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah
ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
Kelebihan stelsel ini adalah pajak adalah dibayar selama tahun
berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya
adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang
sesungguhnya.

Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan
dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besamya pajak menurut
kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib
Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya,

apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

1% Bohari. 1984. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 15
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2.1.7 Sistem Pemungutan Pajsk

$istem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :*°

a. Official Assessiment Systent
Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pemerintah {fiskus} untuk meneniukan besarnya pajak vang terutang.
Ciri-ciri Official System »
1} Wewenang uniuk menentukan besarnya pajak terutang beradas pada

fiskus
2) Wajib Pajak bersifat pasif
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus

b, Self Assessment Svstem
Adaizh suatu sistom pemungutan paiak yvang memberi wewenang,
kepercayaan, tangguny jawab kepads Walib Pajak uniuk menghitung,
memperhitungkan, membavar, dan melaporkan sendird besamys pajak
yang terutang

¢. Withholding System
Adalah suau sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak kefiga untuk memotong atau memungut besarmya pajak
yang terutang olch Waiib Pajal.

2.1.8 Yurisdiksi Pemungutan Pajak
Ijaiam memungut pajek, negara mempunyai balas kewenangan
didasarkan atas tempat tinggal, kewarganegaraan sumber penghasilan
sehingga pemungutan pajak tidak berulang-ulang dan memberatkan Wajib
Pajak. Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak :'°
4. Asas tempat tinggal
Negara mempunyal hak untuk memungut alss ssluruh penghasilan
Wajib pajek berdasarkan tempat tinggal Waiih Pajak tanpa

s Soemitro, Rochmat. 1992, Pengantar Singhat Hukum Pajak Bandung: Eresco, Hal, 21,

" Tim Penyusun, 2008, Executive Tax Program, Pendidikan Pajak Terapan Komprehensif Brevet
ABC. Edisi 4. fukanta : TAF Institute, Hal. B-12,
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mem perhatikan apakah ia sebagai warga negaranya atau warga negara
asing. Wajib Pajak yang bertempat tingga! di Indonesia dikenakan
pajak atas penghasilen yang diterima atau diperoleh yang berasal dari
Indonesia ataw berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-undang Pajak
Penghasilan)

b. Asss kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Svaty
negara memungul palak atas orang yang mempunyal kebangsaan
negara {ersebut fanpa memperhatikan dimana ia tinggal

2. Asas sumber
Megara mempunyai hak unfok memungut ajak atas penghasilan yang
bersumber dari svatu negara. Dengan demikian orang atau badan yang
menerima atau memperclieh penghasilan dari Indonesia dikenakan
pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
Pembentukan

2.1.9 Hukum Perpajakan

Dalam hukum pajak, dikenal dua macam hukuman, yaitu ;7

1. Hukum Administrasi (tata usaha)
Hukuman inl ysng memberikan adalah Fiskus sendiri dan umumnya
terdiri ates tambahen-tambahan atas pajak yang terutang seperti yang
ditetapkan dalam wndang-undeng perpajakan seperti  hukuman
administras: terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban
memasukkan surat pemberitahuan pada wakiu yang telah ditentukan,

2. Huokuman Pidana
Hukuman ini yang menjatuhkan sdalah hakim, dan dapst berupa denda
sejumiab uang atsupun suatu hukuman penjara, tergantung dard
beratnya peristiwa yang dapat dikengkan hukuman. Yang dapat
digjukan  dimuka hakim adalah perbustan-perbuatan  yang
dikualifikesiken sebapai kejshatan, dan harus dengan nyata-nyata
dimuat dalam undang-undangnya yang bersangkutan seperti hainya

T Ihid Fal, B-12,
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dengan yang termaktub dalam perundang-undangan  pajak  di
Indonesia.

Agar sepera dapat mengetahul apaksh suate peraturan dalem
undang-undang palak mengandung ancaman administratif atau pidana, kita
dapat melihat istilsh-istilah “paling banyak” atau “paling fama” di
dalamniya, yang bissanya terdapat pada ancaman hukum pidana. Selain ity,
selalu tercantum didalamnya syarat "dengan sengaja” yang memang dalam
hukum pidana umumnya selalu didengungkan sebagai salah satu unsur

penting dari swatu Kejahatan,

Penagihan Pajak

Untuk mengantisipasi kemungkinan Waiib Pajak fidak memenuhi
kewajtban perpajskannys dengan tidek sukarela, undang-undang
perpajakan memasukkan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan
yang dapst diambil fiskus bilamana diperiukan untuk memaksa Walib
Pajak tersebut.

Peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan wntuk memaksa
pertama-tama ditujukan kepada pemenuhan kewaiiban utamanya yaita
pembayaran paisknya. Untuk menjamin pemasukan uang ini ke dalam Kas
Negara, maka diadskanlah paksasn yang bersifat langsung, vailu dengen
penyiisan dan pelelsngan bamnp-barang orasg yang berutang pajak
{eksekusi).

Schelum chsckusi dapat dilaksanakan, pada umumnya harus
diselenggarakan cara-cara penagihan lainnya terlebih dahulu yang bersifat
pasif seperti ;

a. Dengan cara memberi peringatan;
b. Setelah itu membert teguran
¢. Disusu! dengan aturan pencicilan pembayaran

Setelah cara-cara diatas telah ditempub, Fiskus melakukan
tindakan aktif dengan mengeluarkan Surat Paksa. Pelaksanaan pensgihan
pajak dengan Surat Paksa ini adalah suatu bentuk eksekusi tanpa peraturan
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hukum { yang menjadi wewenang Fiskus) vanp lazimnya dinamakan
eksekusi langsung,

Surat Paksa adalah surat keputusan yang mempunyal kekuatan
yang sama dengan Keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak
dapat diganggu gugat lagi dengan cara memintakan banding kepada hakim
yang lebih atas, Surat paksa harus menggunakan kepala “Atas Nama
Keadilan” karena perkatesn-perkataan itulah surat paksa mendapat
kekuatan "eksekutorial” (kekuatan untuk dijalankan), dan kekuatan itu
didapatkannya karena keadilanlah yang sematz-mate memeriptabikan
pelaksanaan itn. '

Tindak Ianjutl cksekusi langsung pada pokoknya dari perbuatan
hukum, yaitu
a. Penyttaan
b, Penyandersan

Penyanderaan ini merupakan paksaan yang bersifat tidak langsung
dan merupakan tindakan akhir yang hanya akan ditempuh jika telah tidak
ada jalan lagi, serta hanya dilakukan jika penanggung pajak tidak

mempunyai itikad baik untuk memenuhl kewajiban pajaknya,

Tentany Penpadilan Pajak
Dasar Hukuw Pemabentukan Pengadilan Pajak

Pengadilan Paink adalah pengadilan khusus vang mempunyai tugas
pokok menyelesaikan sengketa pajsk vang timbul dalam pelaksanaan
undang-undang perpajakan dimara diperlukan proses penyelesaisn yang
adil,

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Pajak adalah Undang-
undang Nomor., 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang
diundangkan di Jakarta pada tanpgal 12 April 2002 dan dimuat dalam
Lembaran Negara Nomor 27 Tahun 2002 dan tambahan lembaran negara

¥ 1hid Hal R.13.
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nomor 4189, Undang-undang pengadilan pajak (1) PP) mencabut dan
menyatakan tidak berlaku lagi undang-undang nomor 17 tahun 1997
tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) sebagaimana
dinyateksn dalam Pasal 96 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Namun
dilain pibak juga dinyatakan behwa Pengadilan Pajak adalah kelanjutan
dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana ditegaskan dalam

pasal 94 undang-undang pengadilan paiak.

Pembentukan Pengadilan Pajak jugs dilandasi berbagal undang-
undang yeng dapat menunjukkan apa dan bagaimana kedudukan, fungsi

dan jangkauan tugas pengadilan pajak yaitu

a. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan
nokok kekeasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan
undong-undang nomor 4 tzhun 2004 yang berarti keberadsan
Pengadilan Pajak tidak bisa keluar dari kerangka pelakssnaan
kekuasaan kehakiman bagi pendari keadilan di bidang perpajakan

termasuk Bea dan Cukai.

b. Undang-undang Nomoe 14 Tahun 1985 sebagaimans teleh diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomeor § Tabun 2004 tentang
Mahkamzh Agung. Digunakannva Undang-undang Mahkamszh
Agung sebagai landasan pembentukan pengadilan  pajak
menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak termasuk Badan Peradifan
yang berada dalam pembinasn dan penpawasan Mahkamsh Agung
sebagat instansi tertinggl jajaran peradilan di Indonesia

¢. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 scbagaimana divbab dan
ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahon 2007
tentang Ketentuen Umum dan Tata Cara Perpejakan (UU KUP).
Udang-undang ini mengamanatkan dibentuknys Badan Peradilan
Pajak, ysng diatur dalam Pasal 27, Sebagsimana diketahul
Undang-undang KUP adalsh Undang-undang ysng memuat

Univarsitas indonesia

Tinjauan Yuridis..., Susandi, FH Ul, 2009



28

ketentuan-ketentuan formal dalam kaitannys dengan pelaksanaan

Undaog-undang PPh dan Undang-undang PPN

d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 scbagaimana dsubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana teiah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang
Kepabeanan

f Undong-Undang Nomeor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 39 tabun
2007

g Undang-Umdang Nomor 18 Tahun 1997 sehagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 falum 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

k. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 scbagaimana diubah dan
difambah dengan Undang-undang Nomor 19 1shus 2000 tentang
Penagiban Pajak dengan Surat Paksa

i Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 scbagsimana diubsh
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dengan demikian Pengadifan Pajak mempunyal cakupan hukum
yang luas yang meliputi Pajak-pajak Negara / Pusat, Pajak Daerah, Bea
dan Cukai dan pelaksanaan penagifian pajak dengan Surat Paksa,

2.2.2  Alasan dan Tujuan Dibentuknya Pepgadilan Pajsk

Scbelum Pengadilan Pajak lzhir sebenarnya telah ada badan yang
dibentuk dengan tugas melsksanakan peradilan paiak pada tingkat banding
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yaitu Badan Penyclesaian Sengketa Pajak {(BPSP). Pembentukan BPSP
dimaksud untuk menangani sengketa pajak yang semakin meningkal
seiring dengan meningkatnya jumiah Wajib Pajak dan pemahaman akan
hak dan kewajibannya dan dipandang periu untuk permahaman akan hak
dan kewajibannya dan dipandang perlu untuk dapat menyslesaikannya
secara adil dan dengan prosedur dan proses yang cepat, mudah dan
sederhana, Sebenarnya BPSP boleh dikatakan sebagai kelanjutan badan
serupa yang telah ada yaitu Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang
dibentuk berdasarkan Peraturan yang dimuat dalam Staatsblad tahun 1927
Nomor 29,

Akan tetapi ternyata BPSP masih memiliki kekurangan meskipun
telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan banyak perkara yang telah
diselesaikan, Balah saty kekurangan yang dirasskan adalh bahwa BPSP
bukan merupakan suatu peradilan yang sesual dengan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1970 sehagaimana telah diubah terskhir dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Sehain itu
BPSP jugs bukan merupakan badan peradilan yang berpuncak pada
Mabkamah Apung.

Mengingat hal tersebut dianggap perlu membentuk suatu badan
peradilen yang memenuhi kedus persyaratan tersebut dan mampu
menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam menylesaikan sengketa
pajak. Untuk maksud tersebut maka berdasarkan Undang-undang Nomor
14 Tahun 2002 dibentuklah Pengadilan Pajak.

Fugas dan Wewenang Pengadilan Pajak

Tugas dan wewenang Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 31
Undang-undang Pengadilan Pajak vang menyatskan bahwa tugas dan
wewenang Pengadilan Pajsk adalah memeriksa dan memutus sengketa
pamk atau dengan kats Iain menyslesaikan sengket pajak. Selain tugas
dan wewenang tersebul, pengadilan Pajak juga bertugas mengawasi
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Kuasa Hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak
yang bersengketa dalam sidang-sidung Pengadilan Pajak. Pelaksanaan
pengawasan ini diatur dengan Keputusan Ketuz Pengadilan Pajak.

Yang dimaksud dengan sengketa pajak sebagaimana diatur dalam
Pasal | angka 5 Undang-undang Pajak adafah sengketa yang timbul di
bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penangpung pajak dengan
pejabat yang berwenang sebagal akibat dikeluarkannya keputusan yang
dapat diajikan banding atau gugstan kepada Pengadilan Pajak
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  termasuk
Gugatan atss pelaksanaan penagihan Undang-undang Pepagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Undang-undang Nomar 19 Tahun 2600}

Berdasarkan rumusan mengenai pengertian senpketz pajak
tersebut maka para pihak yang saling berhadspan adalah Waiib Pajak di
satu pihak dengan pejabat yang berwepang di pihak lain.

Hal ini menunjukkan bahwa para pihak vang bersengketa tidakiah
datam kedudukan yang samsa. Karena pengertian yang dianut Undang-
undang Pengadilan Pajsk mengenai pajak ini adalah pengertian yang luas
termasuk Bea dan Cukai serta Pajak Daerah maka pejabat ini
kemungkinsn bise Direktur Jenderal Pajak, Direkiur Jenderal Bea dan
Cukai atan Gubernnr, Bupati atau Walikota,

Selanjutnya pengertian mengenai Xeputusan yang ada kaitannys
dengan sengketa pajak sebagaimanz distur dalam pasal 1 angka 4
Undang-undang Penpadilan Pajak adalah Penetapan Tertulis di bidang
perpajakan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan
peraturan  perundang-undangan  perpajakan  dan  dalam  rangka
pelzksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Sedangkan yang dimaksud dengso peraturan perundang-undangan
perpajakan adalah semuva peraturan di bidang perpaieken. Selanjutnya
pengertian Pajak di sini adalah semuz jenis pajak vang dipungut oleh
Pemerintahr  Pusat dan  Pemerintah Daerah  berdasarkan  peraturas

perundang-undangan yang berlaku.
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tugas Pengadiian Pajak
dalam menyelesaikan Sengketa Pajak meliputi:

a. Sengkela Pajek yang diakibatkan dikeluarkannya Keputusan
Pejabat yang berwenang yang dimungkinkan untuk disjukannya
Banding ke Pengadilan Patak;

b. Sengketa Pajak yang diakibatkan pelaksanan Undang-undang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-undang Nomor
12 Tahun 2000} atau Kepuiusan Pembetulan atsu Keputusan
lainnya berdasarkan Pasal 23 (2) Usndang.undang XUP dan
peraturan perundang-undangan perpaiakan yang berlaku yang
dimungkinkan digjukan Gugatan ke Pengadilan Pajak.

2.2.3 Perbedaan Undang-undeng BPSP dan Undang-undang PP

Bila dibandingkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (UU PP} dengan Undang-undang Nomeor 17 Tahun 1997
tentang Badan Penyelesaizn Sengketa Paiak { YU BPSP) terdapat
beberapa perbedaan penting diantaranya adaleh ™

a. Penggunman istilah “Pengadilen” delem Undang-undang Pengadilen
Pajak untuk menggantikan istilah “Badan Penyelesaian Seagketa®.

b. Penggunasn istilah “Paniters” gebagai pengganti istilab “Sekretaris
Sidang™

c. Hakim Pengadilan Pajak diangkat oleh Presiden dari Daflar Nama
yang diusulkan oleh Menteri Keuangan seiclah mendapat persetujuan
dari Mahkamah Agung. Ketus dan Wakil Ketua juga diangkat cleh
Presiden dari para hakim yang diusulican oleh Menteri Keuangan
setelah mendapat peesetujuan dari Mashkamah Agung (Pasal 8 (1) dan
(2} Undang-undang Pengadilan Pajak. Dafam Undang-undang BPSP
tidak terdapat pengaturan seperti itu

K. Subrots, Dr. Djazoeli Sadhani, Syahriful Anwar, op. oit. Hab, 34
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d. Adanya ketentuan bahwa pembinaan tekmis peradilan, pengawasan
umum, teknis tenaga kepaniteraan (Pasal 5 (13, Pasai 11 (1), Pasal 2 {3}
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, sedangkan dalam Pasal 5 (1)
undang-undang BPSP dinyatakan bahwa pembinaan organisasi,

administrasi dan kevangan dilaksanakan oleh Departemen Keuangan.

e. Adanya kemungkinan upays peninjavan kembali ke Mahkamah Agung
terhadap putusan Pengadilan Pajak {Pasal 77 {3) dan Pasal 91),
Termasuk juga didalamnya putusan Banding atau Gugatan dengan
kategori sebagal berikut ;

1. Digjukan kepads BPSP

2. langka waktu penpajuan Banding atau Gupatan telah berakhir
sebelum Urndang-undang Pengadilan Pajak berleku diperiksa dan
diputus oleh Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang BRSP.

3. Jangka wakfu pengajuan Banding atauy Gugatan befum berakhie
pada sagt mulai berlakunya Undang-undang Pengadilan Pajak.

£ Dalam Pasal 36 (4) Undang-undang Pengadilan Pajek dinyatakan
bahwa scbagal salgh satu sysrst yang harus dipenuhi disamping
persyaratan fainnya adalah bahwa dalam hal Banding digjukan
terhadap besarnya jumish pajak vang terutang maka Jumiah pajak vang
terutang terssbut telah dibayar sebesar 50% {(lima puluh persen).
Sedangkan dalam Pasal 34 undang-undang BPSP jumliah pajak yang
terutang tersebut harus telah dilunasi atay dibayar sebesar 100%
{seratus persen}

Namun dengan berlakunya Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang
perubahan ketiga atas Undang-undang No,6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan hal tersebut telab berubah.
Dalam hal permohonan banding tersebut penyelesaian keberatannya
didasarkan Pasal 25 undang-undang No. 28 tahun 2007 diatas, yeitu
dimana jumlah yang harus dibayar adalah jumlah pajak terutang

tniversiiag indonesis

Tinjauan Yuridis..., Susandi, FH Ul, 2009



34

menurut perhitongan Wajib Pajak pads waklu pembahasan akhir

{¢losing conference) pads waktu pemeriksaan pajak.

. Dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak terdapat 2 {(dua} jangka
waktu penguji gugatan yaitu ©

L. Untuk Gugatan terhadap pelaksanean penagihan adalsh 14 {empat
belas) hart dilitung sejak tanggal pelaksanaan penagihan

2. Untuk Gugatan terhadap keputusan berdasarkan pasal 16 dan pasal
36 Undang-undang KUP yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak
{(STP) adaleh 30 (tiga puwiuh) heri sejak tanggal diterimanya
keputusan yang digugat tersebut. Sedangken dalam Undang-undang
BPSP hanya diatur | (satu) jangka waliu pengajuan Gugatan, yaitu
dalam jangka waku 14 hari

. Untuk pengajuan QGugatan iidak dikenakan bisys pendafiaran.
Sedangkan Pasal 41 Undang-undang BPSP pengsjuan  Gugstan
dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Dalam Pasai 43 (2) Undang-undang Pengadilan Pajak diatur mengensi
Putusan Sela yanp menvalakan bahwa Pengsugat dapat mengajukan
permohonan agar tindak lanjut pelsksansan penagihan paiak ditunda
selamas pemeriksaan sengketa pajnk sedang berjelan sampai ada
pumsan‘ Pengadilen Pajak. Atas permohonan tersebut Pengadilan Pajak
dapat mengeluarkan Putusan Sele untuk penundaan pelaksanaan
penagiban pajak sampai ede putusan Pengadilan Pajak. Seperti
diketatusi berdasarkan kelentwan Pasal 26 {8) Undang.udang KUP
pengaiuan permohonan banding tidek menunda pelaksansan penagihan
pajak. Namun dengan sdanya Putusan Sels Pengadilan Pajak maka
ketentuan Hu tidak dapat dilaksanskan. Putusan sela dapat dikebulkan
hanya apabila terdapat keadsan yang sangat mendesak yang
mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan, misalnya
gugatan yang diajukan tersebut bersamaan waktunys dengan penyitaan
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atau pelelangan yang berkaitan dengan utang pajak penggugat.

Mengenai Putusan Sela ini tidak diatur dalam Undang-undang BPSP.

Dalam Pasal 50 {1) Undang-undang Pengadilan Pajak diatur mengenal
sifat pemeriksaan ¢i Pengadilan Pajak yang menystakan bahwa sidang
pemeriksaan sengketa pajsk di Pengadilan pajsk dilakukan secara
terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan prinsip Undsag-undang
Kekuasaan Kehakiman, Sedangkan dalam Pasal 4 (1) Undang-undang
BPSP dinyatakan hahwa sedang pemeriksaan sengketa pajak

dinyatakan tertutup untuk umum.

. Dralam Pasal ¢ {2) Undang-undang Pengadilan Pajak diafur mengenai
kemungiinan penunjukkan Hakim AD Hoo sebagat Hekim Anggota
vang menyatakan bahwa dalam memerikss dan memutus perkara
sengketa pajak tertentn yang memerivksn keshlian khusus, Ketue
Pengadilan Pgjak Dapat menunjuk Hakim Ad Hoc sebagai Hakim
Angggota, sedangkan dalam Undang-undang BPSP tidak dikenal
adanya Hakim Ad Hoc.

[alam Pasal 3 Undang-Undang Pengadilan Paiak diztur mengsnal
tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang menyatakan bahws
Pengadilan Pajsk berkedudukan di tbukofe negara. Dengan demikian
tidak ada kemungkinan membentuk Pengadilan Pajak vang sctingkat di
fempat izin. Namun dalam Pasal 4 (I} Undang-Undang Péngadiian
Pajak diatur mengenai kemungkinan melakukan sidang di tempat lain
apabila dipandang periu. Sedangkan dalam Pasal 3 (2) Undang-undang
BPSP diatur mengenai kemungkinan membentuk Badan Peradilan
yang sctingkat di tempat lain, meskipun bal ftn idak pernsh dilakukan
sampsi berakhirnya tuges BPPS.

. Di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak ada pengaturan
mengerai pembatagan mengenai jumish atau besarnys pajak yang
diajukan Banding yeng diperiksa Pemeriksaan Biasa. Sedangkan
dalam Pasal 65 {2) Undang-undzng BPSP diatur mengenal pembatasan
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ini yakni bahwa pemeriksaan dengan Acara Biasa hanya dilakukan
untuk sengketa pajak dengan jumiah pajak lebih dari Rp. 1.000.000,00
sedangkun apabila jumiah tersebut tidak lebih dard Rp. 1.060.000,00
skan diperiksa melalul Acara Cepat

n. Di dalam Pasal 79 (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur
mengenai kemungkinan terjadinya ketidakpastian sccara bulat datam
mengambil putusan {dissenting opinjon), yeng menyatakan babwa
apabila Majelis didalam mengambil putusan dengan cara musyswarah
tidsk dapat dicapai kesepakatan schinggs putusan diambil demgan
suara terbanyak maka pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat
dengan putusan itu harus dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak
terschbut, Hal inl dimaksodken agar pihek-pihak yang bersengketa
dapat mengetahui keadaan dan pertimbangan Hakim Anggow dalam
Majelis. Sedangkan UTI BPSP tidak mengatur hal seperti ftu.

Bebszrapa perbedaan tersebut mengindikasikan bertambah baiknya kondisi

peradilan pajak di negara kita ini

Fungsi Das Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak

Fungsi utama Pengadilan Pajak ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Pengadilan Pajak
adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasesn kehakiman bagi
Wajib Pajak atau penangpung paisk yesg mencart keadilan dalam
sengketa pajek. Selein itu Pengadilan Pajak adalah yeng mencari keadilan
dalam sengketa pajak. Selain ifu Pengadilan Pajak adalah badan peraditan
yang dimaksud oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan
merupakan puls Badan Peradilan yang dimaksud daiam Undang-Undang
Nomor 14 tmhun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 tzhun 1999
sebagaimana telah diubah torekhir dengan Undang-Undang Nomeor 4
Tahun 2004 Tentang Kekusssan Kehskiman, Dengan demikian
Pengadilan Pajak adalah suatu badan peradilan tingkat banding yang
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berfungsi khusus menyelesatkan perkara atau sengketa di bidang
perpajakan dalam kerangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Mengenai
apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman tersebut dapat dilihat
perumusaniya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 yang juga
menjadi landasan pembentukan Pengadilan Pajak, dinyatakan sebagai
berikut :

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelengparaken peradilan guna menegaklan hokum  dan
keadilan.”

Sedangkarn pelaksanzan kekuasasn kehakiman tersebut diserablan
kepada Mahkamah Agung (MA)} dan jajeran yvang berada di bawahnya
Dalam kaitan dengan MA Undang-undang Nomor 14 ifshun 2002
menegaskan dalam Pasal 5 bakhwa : pembinaan teknis peradilan bagi
Pengadilan Pajak difakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan
bahwa Penpadilan Pajak adalah sebuah peradilan di bidang perpajakan
yanp telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai peradilan murni tidak

seperti peradilan pajak sebelumnya.

Selanjutnya secuai funpsi yang di embannya sebagai pelaksana
peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman make merupakan
kewajiban pula bagi Pengadilan Pajak untuk bertindak scbagail institusi
yang dapat melindung! kepentingan wajib pajak terhadap kesewenang-
wenangan Pejabat Pemerintah, Perlu diketahul meskipun menggunzkan
nama Pengadilan Pajak namun pengertian pajak disinl mempunyai atti
yang iuas. Pengaturan mengenai proses banding di Pengadilan Pajak ini
diatur dalam beberapa perundang-undang yaitu :

a. Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas
undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata
cara perpajakan. Sebagnimana diketshui bahwa undang-undang tersebut
{undang-undang KUP) memuat ketentuan formal dalam ksitannya
depgan  undang-undang Pajak  Penghesilan  (PPh) dan  Pajak
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Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Peajualan Barang Mewah
{PPN dan PPn BM), :

b, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan
ditambah terakhir dengan Ungdang-Undang Womor 12 Tahun 1994 untuk
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

¢. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perclchan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTE)

d. Undang-Undang Nomor 18 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 antuk Pajak Daersh dan
Retribusi Daerak

¢. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 untuk

Kepabeanan

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 untuk Cukal sebagaimana
telah diubeh dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Selain itu Pengadilan Pajak juga mempunyai mgas menyelesaikan
perkara Gugatan scbagaimana diatur dalam Pasal 40 undang-undang
pengadilan pajak yang memuat mengenai tata cera dan syarat-sysrat
mengajuken Gugatsn melalvi Pengadifan Pajak dalam upaya mencari
keadiian terhadap pelaksanzan Surat Pakss / Sita. Ketentuan mengenai
Gugatan ini juga diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang KUP. Lebih tanjut
mengenal Gugatan inf skan diuraikan bab tersendiri.

Berdusarkan hal-hal terscbut di atas maka fongsi atau tugas Pengadilan
Pajak meliputi 3 {tiga) hal ;
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a. Menyelesaikan Banding atas sengketa pajak

b. Menyelesaikan Gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak  atau
terbadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan

¢. Melaksanakan pengawasan terhadap Kuasa Hukum

2.2.3  Organisasi Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajek (PP} adalsh suatu badan peradilan  yang
moempunyal  beberapa  keistimewaan. Pengadilan  Palak  meskipun
merupakan Pengadilan yang berdiri sendiri akan totapl keberadaunnya
masil dalam Engkongan Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan
salah satu lingkungan dari 4 (empat) lngkungan peradilan yang berada di
bawah Mahkamah Agung yaitu 7°

a. Peradilan Unium
b. Peradilan Agama
¢. Peradilan Militer
d. Peradilan Tata 1isahs Negara

Dalam hal pembinaan Pengadilan Pajak mempunyai dus Induk organisasi
yaituy Mahkamah Agung uniuk pembinaan teknis peradilan (Pasal 5 ayat
{1} Undang-undang Pengadilan Pajak) dan Departemen Keuangan untuk
pembinaan orpanisasi, administrasi dan kewangan {(Pasal 5 ayat (2)
undang-undang Pengadilan Pajak)

# K. Subroto, Dr. Djazoeli Sadkani, Syshriful Anwar, Op. Cf. Hal. 40
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2.2.46 Susunan Pengadilan Pajak

Susunan Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal & dan Pasal 7 Susunan

Pengadilan Pajak terdir] dari :

4.

Pimpinan Pengadilan

Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua yang
jumlahnya paling banyak 5 (lima) orang. Ketus Pengadilan Pajak
diangkat oleh Presiden dadi para hakim yang diusulkan oleh Menteri
Keuangan setclah mendapat persetujusn dari Mahkamah Agung.
Demikian pula kefentuan tersebut berlaku untuk pengangkatan Wakil

Ketua.
Hakim

Hakim diangkat oleh Presiden berdasarkan usul Menterl Keuangan
setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung. Untuk dapat
diangkat scbagai Hakim pada Pengadilan Pajuk sescorang harus

memenukbi syarat-syaral sebagai berikut :
1. Warga negara indonesia
2. Berumur paling sedikit 45 (empat puluh lima) t2hun
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 19453

5. Tidak pernah teriibat dalam kegistan vang menghiati Nepara
Kesatusn Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang;

6. Mempunysi keahlian di bidang perpajakan dan berijazah

sarjana hukum atau sagana hain

7. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
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8. Tidak perngh di pidana karena melakukan tindak pidana

kejahatan
9. Sehat jasmani dan rohani

Diantara syarat-syarat iersebut kiranya yang penting adaish
syarat mempunyai keahlian di bidang Perpajakan. Oleh karena keahlian
tersebut akan sangat diperiukan dalam memeriksa sengketa pajak yang

diharapkan dapat memutus secara tepat dan adil.

Sementara darl kalapgar umum yeng kemungkinan bisa
mesnenuhi syaral tersebut adalah Konsultan Pajsk (Tax Consultant).
Tidak berlebihan bilea dikatakan bahwa perpatakan merupakan ilme
khusus yang menyangkut terutama Hmu hukwm dan  ekonomi
(akuntansi) yang membutubkan waktu yang cukup lama untuk
mempelajarinya. Selanjutnya ketua, wakil ketua dan hakim Pengadilan
Pajak adalah Pejabat Negara yang mempunyai tugas melaksanakan
kekuasaan kehakiman di bidang sengketa pajak.

Mereka ini diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun vang
dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Sebelum memangku
dan melaksanakan jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan
Pajek mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Ketua Mahkamah
Agung Sedangkan untuk Hakim mengucapkan sumpal atau janji
dihadzpan Ketua Pengadilan Pajak.

Mengenai pemberhentian Ketua, Wakil Ketus dan Hakim
Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Pengadilan
Pajsk yang menyalakan bahwa pemberhentian dengan hormat dari
jahatannya dilakukan oleh Presiden berdasarkan wsul dari Menteri
Keunngan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung,

herdasarkan alasan-olasan bertkut ini ;
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1. Permintaan sendirt
2. Sakit jasmant dan rohani permanen
3. Sudah mencapai usia 65 tahun
4. Tidak cakap dalam menjalankan tugas

Para hakim ini diberhentikan dengan hormat. Namun mereka juga bisa
diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden atas usul Menteri
Keuangan secielah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agunp

hordasarkan alasan-glasan dibawal ind ;

a. Di pidena karena melakukan tindak pidana keiahatan dengan

ancaman pidana paling sedikit 3 (Hga) bulan :

b. Melakukan perbuatan tercels yaitu perbuatan vang dilakukan baik
didelam maupun diluar lingkungan Pengadilan Pajek yang dapat
merendahkan martabat Hakim, misalnya meminia ssaty imbalan

dengan janji akan di menangkan perkaranya :
¢. Melalaikan kewajiban dalam tugasnya secara forus menerus
d. Melanggar sumpah atzu janji jabatan yang telah diveapkan

. Terhadap usul pemberhentian baik dengan hormat maupun tidak
dengan fiormat seperti tersebut di atas yang bersangkutan terlebih dule
diberi kesempatan untuk melakokan pembelaan diri di badapan Majelis
Kehormatar Hakim ysng akan mengambil sikap dan keputasan

Hakim Ad Hoc merupakan hal baru dalam bidang peradilan
patak. Hakim Ad Hoc dapat ditunjuk dalam hal diperlukan keshlian
khusus dalam pemeriksaan sengketa pajak terentu. Ketentuan
mengenai hal ini diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Pengadilan
Pajak. Kedudukannya sama dengan Hakim Pengadilan Pajak biasa
vakni sebagal Hakim Anggota. Pemunjukkan dilakukan Hakim Ad Hoe
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pada vmumnya sama dengan syarat untuk Hakim biasa. Namun tidak
diperinkan syarat mengenai pembatasan usia dan keharusan memildki
keahlian di bidang pajak dan berpredikat sarjana hukum afau saciana

iain.

Penunjukkan Hakim Ad Hoc tidak dimaksudkan ontuk
menyelesaikan setiap perkara, melainkan hanya sebatas kasos-kasus
tertesitiy saja yang memerlukan keahlian khusus. Apabila pemeriksaan
perkara tersebut sedah selesal dan diputus selesai pula tugas Hakim Ad

Hoe dan akan diberhentikan sacara resmk
Sekretaris, Wakil Sekretaris

Pengaditan Pajak mempunyai Sekretaris, Wakil Sekretaris dan
Sekretaris Pengganti. Ketentuan mengenal hal ini diatur dalam Pasal 23
sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Sekretaris berkedudukan sebagai Pimpinan Sekretariat Pengadilan
Pajak dan mempunyai tugas pokok pelayanan di bidang administrasi
uvmum, misalnya yang menyangkut surat menyurat, kepegawaian,

keuangan dan lain-lain untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan

tupas-tugas Pengadilan Pajak.

Untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris, Wakil Sekretaris dan
Sekretaris Pengganti harus memenuhi syarat-syarat sebapai berikut :

a. Warga Nepara Indonesiz

b. Bertskwa kepada Tuhan Yeng Maha Esa
¢.  Serta kepada Pancasila dan UUD 1945
d. Sehat jasmani dan rohani

e. Berilazah Sariama Hukum stau sarjapa lain dan mempunyai

pengetshuan di bidang perpajekan
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d. Panitera, Pantlera Pengganti

Pada Pengadilan Pajek terdapat pula Kepaniteraan yang
dipimpin oich Panitera yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya
dibante oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera
Pengganti, Kefentuan mengenai Panitera dan Kepaniteraan ini diatue

dalam Pasal 29 dan 30 Undang-undang Pengadilan Pajak.

Dalam ketentuan tersebut di atas terdapat pula mengenai
larangan rangkeap jabatan uptuk Panitera, Wakil Panitera dan Panitera

Penggaati sebagai :
a. Pelaksana putusan Pengadilan Pajak.

b, Wali, Pengampu atau Pejabat yang berkaitan dengan suatu Sengketa
Pajak vang akan atau sedang di tanganinya

¢, Penasehat Hukum
d. Konsultan Pajak
€. Akuntan Publik
£ Pengusaha

Pengangkatan dan pemberhentian Panitera, Wakil Panitera dan
Paniters Pengganti menjadi wewenang Menteri Keuangan. Sedangkan
pembina teknis kepanitersan dilskukan oleh Mahkamah Agung
Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Waki! Panitera dan Panitera
Pengganti harus mengucapkan sumpah / janji di depan Ketua
Pengadilan Pajak.

Tugas Panitera adalah membantu tugss-tuges Majelis Hakim
dalam melaksanakan tugasnys. Misainya membantu Majelis Hakim

dalam mempersiapkan Putusan Pengadilan Pajak.
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2.3 Pelaksanaan Proses Banding Di Pengadilan Pajak
Pelaksanaan proses peradilan banding melalui Pengadilan Pajak
didasarkan pada keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Jadi, sebelum melaksanakan proses penyelesaian Banding di Pengadifan

Pajuk terlebih dahulu harus melalui proses keberatan.”

2.3.1 Keberatan Pajak

Kebortan Pajak muncuol dikarenakan tmbulnya senpkota antars

Wajib Pajek dengan Pejabat Pajak mengenai penetapan besarnya pajek

vang terutang. Hal ini juga berlaku 4i bidang Bea dan Cukal dan Pajak

Daerah, Keberatan Pajak adalah upaya hukum ysng karus dilakukae

sebelum Wajib Pajak mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.
Ketentuan mengenal keberatan di bidang pajak dalam hal ini Pajak

Negara/Pusat digtur scbagai berikut:

2.3.1.1 Keberatan atas Pajak Penghasilan (PPh) dan  Pajak
Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPN dan PPu BM).

Ketemtuannya diatur dalam Usndang-Undang Nomor 6

Tshun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Porpajakan
sebagaimana felah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 20087 (UU KUP) Pasal 25 avat {1). Pasal tersebut
menyatakan bahwa Wailb Pajak dapat mengajukan keberatan
kepada Dirckiur Jenderal Pajak atas Serat Kelelapan Pajak Korang
Bayar (SKPKR), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
{SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayvar (SKPLE), Serat
Ketotapan Pajak Nihil (SKPN) dan pemotongan atau pemungutan
oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangen
perpajakan,

H Pudyatmoko, Y. Svi. 2005, Pengadilan dan Penyelesaian Senghketa di Ridang Pojok. Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal 52,
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Selanjuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 2
Undang-undang KUHP dinyatakan bahwa keberatan harus
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Perlu diketahui
bahwa pada peraturan pajak yang lame keberatan bisa diajukan
secara lisan yang kemudian dicatat oleh petugas pajak. Selain itu
galam surat keberatan tersebut Wailb Paisk harus mengemukakan
besarnya palak vang ferufang atau besarnya paiak yang dipotong
atau dipungut atgu besarnya kerugian menurud perhitungan Waiib
Pajak diseriai  2lasan-alasan yang jelas yang mendukung
keberatannya tersebut.

Dalam penynsunan surst keberatan yang lengkap, kepada
Wajib Pajak diberikan hak untuk meminta keterangan atau
penjelasan kepada Direkiur Jenderal Pajak sebagaimana diatur
dalam ayat {6}, Dan kepada Dircktur Jenderal Pajak diwajibkan
untuk memberi keterangan secara tertulis atas bal-hal yang menjadi
dasar pengenaan pajak, penghitungan rugl, pemofongan atau
pemungutan  pajak. Namunr oleh karena pengajuan keberatan
dibatasi olch wakty, maka seyogyanya permintaan tersebut
dizjukan jaub hari scbelum berakhirnya batas waktu tersebut, dan
scbaliknya jawaban dan Direklur Jenderal Paisk dapat scgcta
diterima olsh Wajib Pajek.

2.3.1.2 Kcheratan Atas i’#jak Bumi dar Bangunan
Ketentvan mengenal keberatan atas Pajak Bumi dan
Bangunar diattr dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
19835 scbagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 tahun 1994 Tentang Pajsk Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam
pasal tersebut distur mengenal syarat-syarat pengajuan keberalan
sebagai berikut:
a. Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui
Kepala Kantor Pelayanan PBB.
b, Keberatan hanya dapat diajukan terhadap:
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- Sorat Pemberitahuian Pajak Terulang (SPPT)
- Surat Ketetapan Pajak (SKP}

¢. Satu keberaian hanya untuk satu SPPT/SKP dan uniuk setiap
tehun pajak.

d. Diajukan secara tertulls dalam bahssz Indonesia yang isinya
menyatakan keberatan dan alasan-alasannva secara jelas
dengan melantgirkan foto copy SPPT/SKP yang bersangkaian.

¢. Diajukan dalam waktu 3 {tiga) bulan sejak tanggal diterimanys
SPPT/SKP, kecuali Waiib Pajak dapat menunjukkan adanya
keadaan luar bizsa bilamana wakfu ity terlewati,

f. Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

g. Wajib Pajak berhak mengajukan permintaan keferangan secara
tertulis mengenai alasan dan dasar-dasar pengenaan pajaknya
vang akan digunakan menyusun surat keberatan secare lebih
baik.

Altas keberatan Wajib Pajak tersebut Direktur Jenderal
Pajak harus memberikan jawaban atau keputusan dalam jangka
wakty 12 (dua belas) bulan. Apabila Wajib Pajak merasa masih
keberatan atas keputusan tersebut Wajib Pajak dapat mengajukan
Banding ke Pengadilan Pajak.

2.3.2.2 Keheratan Atas Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB)

Peraturan mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997
sehapaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20
tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Baengunan
{BPHTB)}. Ketentuan mengenal keberatan BPHTB distur dalam
pasal 16 yang memuat ketentuan sebagal berikut;

a. Keberatan diaukan kepada Direktur Jenderal Paiak melalui

Kantor Pelayanan PBB.
b, Keberatan dapat disjuken tethadap Surat Keletapan Bea
Pernlehan Hek Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar
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(SKBPHTBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Tambahan {(SKBPHTBTY), Surat Ketetapan
Bea Perolehan Hsk atas Tensh dan Bangunan Lebih Bayar
{SKBPHTBLB), Surat Keletapan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan Nihii (SKBPHTBN).

¢. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan  mengemukakan  alasan-alasan  yang  jelas  dan
perhitungan pajak yang terufang menurut Walib Pajak.

d. Keberatan harus digjuken dalam jangks wekiu 3 (tiga) bulan
sejak diterimanya Surat Ketetapan Pajak. Apabila syaral tersebut
tidak dipenuhi maka Surat itu tidak dianggap sebagai surat
keberatan dan tidak akan dipertimbangkan.

e, Wajib Pajak berhzk meminta kepada Direkiur Jenderal Pajak
keterangan tertulis mengenal hal-hal vang menjadi dasar
ketetapan  pajak  dan  Direkiur Jenderal Pajak  wajib
memenchinysa,

f. Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak
dan pelaksanaan penagihan pajak termasuk pelaksanaan sita dan
lelang,

g. Alas keberalan Wajth pajak tersshut Direktur Jenderal Pajak
harus memberikan keputusannya dalam waktu paling tama 12
{dua belas) bulan sejek diterimanys surat keberatan Wajib
Pajak. Bilamana Dircktur Yenderal Pajak tidak memberikan
keputusan sedangkan jangka waktu 12 {dua belas) bulan telah
fewat maka keberatan dianggep diksbulkan.

2.3.2 Keberatan Bea dan Cukai
Ketenfuan mengenat pelaksanaan pemungutan Bea dan Cukal
diatur dalam 2 {dua) undang-undang yaitu :
a. Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepaheanan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahua 2008,
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b, Undang-Undang Nomor 11 mhun 1995 {entang Cukal, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Momor 39 Tahun 2007,
Dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai keberatan

terhadap peneiapan Bea dan Cukai Satu tahap yang barus ditempuh

sebelum dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Keberatan Atas Pajak Dacrah

Ketentuan mengenai Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 18 ahun 1997 sebagaimana dinbah dan ditambal dengan Undang-
Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungulannya ada pada
Pemerintah Daerah Kabupaten (contoh: Pajgk Hotel dan Restoran, Pajak
Rekiame, Pajak Hiburan dll} atau Pemerintah Dacrah Propinsi (contoh:
Paiak Kendarsan Bermotor, Bea Balik Nama Kondaraan Bermotor dsb),
Meskipun dalam tingkat keberatan penyelessiannya menjadi wewenang
Pemerintah  Daerah  namun  dalam  tingkat Banding wewenang
penyelesaiannya ada pada Pengadilan Pajak.

Keberatan Pajak Daerah diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14
Undang-Undang Pajak Dagrah dan Retribusi Dacrah, antara latn mengatur
hal-hal sebagai berikut:

g. Keberatan diajukan kepada Kepalg Daerah

b. Keberatan dapst diajukan terhadam
- Surat Ketetapan Pajak Dacrah (SKPDY)
~  Surat Ketetapan Pajak Daergh Kurang Bayar (SKPDKB)

- Surat Ketetspan Pajak  Daerah Kurang Bayar Tambahan

{SKPDKBT).

«  Burat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayer (SKPDLB)

~  Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN ).

- Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketipa berdasarkan
peraturan Pajak Daerah yang berlaku.

¢. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indenesis dengan disertai

alasan-alasan yang jclas,
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d. Keberatan diajukan dalam jangka wakty 3 (higa) bulan sejak tanggal
SKPD, tanggal pemotongan/pemungutan kecuali dalam keadaan di
luar kekuasaannya,

¢. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membuyar pajak dan
penagihan,

f. Kegputusan atas keberatan harus diambil dalam jangks wakie 12 (dua
belas) bulan seiak surat keberatan diterima. Apabila jangka wakiu telah
lewat dan Kepala Daerah belum memberi keputusan maka keberatan
dianggap diterima (dikabuikan), Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat
menerima atau masih keberatan atas keputusan Kepala Daerah maka

wajib pajak berhak mengajukan banding ke Pengaditan Pajak.

Apabila Wajib Pejak tidak puas dengan keputusan afas keberatan
maka Wajib Pajak sesuat dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor
2872007 tentang Ketentuan Umum Perpaiakan dapat mengajukan Banding
ke Pengadilan Pajak. Sementara ifu apabila Wajib Pajak merasa tidak puas
dengan tindakan-tindakan/ keputusan-keputusan Dirckiorat Jenderal Pajak
selain dari keputusan mengenai besarnya jumish pajak maka Wajib Pajak
juga dspat mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Pajak /
membatalkan  keputusan-keputussn  yang  dimaksud, Scianja:z{ya
permohonan terhadap keputusan Direktorat Jenderal Pajak masih tidak
puas, prosedur yang harus di tempub adalah mengajukan gugatan ke
Pengadilan Pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor
2872007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang berbunyi sebagai
bertkut : gugatan Wajib Pajak atan Penenggung Pajak terhadap :

a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Periniah Melaksanakan Penyitaan,
atau Pengumuman Lelang;

b. Keputusan pencegnhan dalam rangkea penagihan pajak

¢. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksansan keputusan
perpajakan

d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Suvrat Keputusan Keberatan
yang dalam penerbitannya tidak sesvai dengan prosedur atau tata
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cara yang lelah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan
pajak

Pikak Yang Dapat Mengajukan Gugatan dar Banding ke Peogadilan
Pajak

Ketentuan mengenai siapa yang dapat mengajukan Gugatan distur
dalam Pagal 41 {1} Undang.undang Pengadilan Pajak vang menyatakan
bahwa yang dapat mengajukan Gugatan adalah :
1. Penggugat sendiri
Z. Ahli warisnya dalam hal yang bersangkutan telah meninggal dunta
3. Beorang pengures dalam hal Penpgugat adalah suatu Badan
4. Kuase Hukum yang ditunjuk oieh Wajib Pajak yang bermaksud

mengajukan Gupatan

Selanjutnya diatur bahwa apabila selama proses penyelesaian
gugatan Pengeugat meninggal dunia, maka penyelesaian proses Gugatan
dapat dilanjutkan oleh Ahli Warisnya, atau Kuasa Hukum dari ahli
warisnya atau Pengampu dalam hal Penggugatnya mengalami kepailitan

Dalam  hal sclama proses penyelesaian Gugatan Penggugat
melakukan penggabungan usaha (merger), peleburan, pemecahan atau
pemekaran ussha atau likuidasi msaka penyelesaian pupatan dapat
dilanjutksn oleh pihak yang menerime tanggung jawab alas terjadinys
penggabungan, peleburan, pemecahan atan pemekaran usaha atau lkoidasi
tersebut.

Ketentugn mengenai siapa vang dapal mengajukan Banding diatur
dalam Pasal 36 {1} Undang-Undang Pengadilan Pajak vang menystakan
bahwa yang dapat mengajukan Banding adalah :

I, Pemohon Bandiog sendiri/ Waiib Pajak
2. Ahli warisnya dalam bal yang bersangkutan telah meninggal dunia
3. Seorang pengurus dalam hal Penggugat adalah suatu Badan
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4. Kupass Hukutn vang ditunjuk oleh Wajib Pajak yang bermaksud
mengaiukan Gugatan

Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia
kepada Pengadilan Pajak. Banding diajukan dalam jangka wakiu 3 (tiga)
bufan sejak tanggal diterima Keputusan Banding, kecuali diatur lain dalam
peraturan  perundang-undangan perpajakan. Terhadap Banding dapat
diajukan surat pernyaiaan pencabutan kepads Pengadilar Pajak dan setelah
dicabut tidak dapat diajukan kembali.

Untuk dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajsk ada
beberapa persyaratan yang harus dipenohi sebagaireana diatur dafam Pasal
40 dan 41 undang-undang K1/P. Adapun syarat-gyarat tersebut adalah :

I, Gugatan diajukan secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia
<. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Pajak di Jakarta dengan alamat
saat ini adalah ¢
Gedung AD, Departemen Keuangan R
Jalan dr. Wahidin No.1 Jakarta Pusat : 10710
3. Jangka waktu pengajuan Gugatan, diatur sebagai berikut
a. Gugatan terhadap pelaksanaan tagihan pajak adalah 14 (empat
belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan
b. QGugatan terhadap keputusen selain yang berkemaan dengan
pelaksanaan penagihan pajak {poin a) adalah 30 (iga puluh) hari
_ sejak tanggal diterimanya keputusan yang akan digugat
: Jangka wakiu fersebut tidak mengikat a;tpabila tidak dapat
dipenuhinya jangka waktu tersebut disebabkan keadaan luar biasa
dan ditwar kekvassan Penggugat. Perpanjangan dapat diberikan
selama 14 {empat belas) hari sejak berakhirnys keadaan luar biassa
tersebut. Teradap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan
hanya dapa! diajukan gate Surat Gugatan.

Di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak terdepat
pengaturan mengenai bentuk (format) suatu Surat Gugatan. Namun
demikian dengan nemperhatikan ketentuan mengensi Surat Gugatan yang
berlaku di luar Pengadilan Pajak, misalnya Pengadilan Tata Usaha Negara
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atau Pengadilan Umum maka hal-hal yang perfu diperhatikan dalam
menyusun Surat Gupatan adalah sebagai berikut
i, Harus memuat dengan jelas mengenai jati diri {identitas) Pengugat
termasuk nama, alamat, jsbatan dan lain-lain yang dianggap peris,
Ha! imi terkait dengan kepentingan umtuk mempermudab
komunikast bila diperiukan dan ini akan sangat membantu
kelancaran proses penyelesaian
2. Harus momuat dengan jelas siapa atau pihak mana vang digogat
3. Harus memuat dengen jelas semua fakiz kejadian dan fakis
hukumnya
4. Penggugst harug biss menyusun secara runtut (kronologis) dan
jelas semua kejadian atay peristiwa itu schingga memudabkan
pemahamatiiya
3. Harus memuat alasan-alasan hukum secara tepat dan jelas
6. Harus memuat secara jelas apa yang dituntot atau diminta
7. Harus memuat tanggal dibuatnya Gugatan serta tanda tangan dan
nama jelas penggugat
Dengan  penyusunan Surat Gugatan yang baik dan iengkap
tentunya akan sangat membantu kelancaran penyelesajan sengketa
tersebut.
Sedangkan Untuk dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak
Ads beberapa persyaratan vang harus dipenuhi sebagaimana distur dalam
Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Adapun syaral-syaral tersebut
adalah
a. Banding disiukan dengan Surat Banding dalem Bahasa Indonesia
t. Swrat Banding digjukan kepada Pengadilan Pajak di Jakaria dengan
alamat saal Ind adalah ¢
Gedung 1. Departemen Keuangan RI
Jalan dr. Waltidin No. I Jakarta Pusat 1 10710
Jangka weaktu pengsjuan Banding harus diajukan dalam jangka
waktu 3 (tige) bulan sejak Keputusan atas Keberatan Wajib Pajak
diterima. Satu Surat Banding hanya dapat digjukan terhadap satu
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keputusan dan Banding harus disertal alasan-alasan yang jelas dan
dicantumkan tanggal ferimanya keputusan yang dibanding. Berikut ini
adalab badan/skema penyelesaian sengketa pajak, baik dengan cara biasa
maupun dengan cara sepal.
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PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN PAJAK
PROSES BANDING DENGAN ACARA BIASA
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PROSES GUGATAN DENGAN ACARA BIASA
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PROSES GUGATAN DENGAN ACARA CEPAT
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Pasal 66 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Apabila terdapat kepentingan

yang sangat mendesak, maka pemeriksaannya dilakukan dengan gcara cepat yang
dilaksanakan oleh Majelis ataw Hakim Tunggal. Adapun adapun syarat

pemeriksaan dengan acara cepat meliputi beberapa hal yaitw :

1.

Sengketa pajak tertentu, vailu sengketa pajak yang Banding atau Gugatannya
tidak memenubl syarat, misalnya tidak diajukan dalam Bahasa Indonesia,
diajukan tetapi sudsh lewat waklu yang seharusnya, yvang mestinya diajukan
satu Surat Banding terhadap suvatu keputusan itu tetapi tidak dipenuhi,
Banding itu menyangkut besarnya pajak tetapi belum dibayer 50% dari utang
pajak vang harus dibayar, Banding #tu diajukan oleh pihek yang tidak berhak
sesuai dengan Undang-undang, Gugatan yang tidak diajukan secara lertulls
dengan menggunakan Hahasa Indonesia das diajukan ke Pongadilan Pajak,
dan lain sebagainya,
Gugatan yang tidak diputus dalary jangka wakiu 6 (enam) bulan sejak surat
gugatan diterima,
Tidak dipenubinys syarat formal Putusan Pengadilan Pajak, atau terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam Putusan Pengadilan Pajak.
Sengketa  yang berdasarken pertimbangan bhukum bukap merupakan
wewenang Pengadilan Pajak,

Selain berlaku acara cepat dalam hukum acara Pengadilan Pajak juga

berlaku hukum acars biasa, Perbodsannya dalam pemeriksaan acara biasa hanya
dapat dilakukan oleh Maiclis Hakim dan diatur dalam Pasal 49 dan pawsl 64
Undang-Undang Pengadilan Pajak. Pemeriksaan dengan acara biasa dilakekan
dalam hal Surat Permohonan Banding telsh memenuhi persyaratan formal yaitu

1. Surat Banding diajukan dalam Babasa Indonesia

2. Svrat banding diajukan masih dalam fenggang waktu 3 (tiga) bulan sejek
keputusan yang dibanding diterima.

3. Terhadap 1 (satu) keputusan disjukan 1 (satu} Surat Banding

4. Pajak Terutang telah dibayar lunas sebesar 50% (lima puloh persen)
dengan melampirkan bukti pelunasan.

5. Syarat lainnya yang dimuat dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang
Pengadilan Pajak.
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Pemeriksaan Gugatan dengan acara bissa dilakukan apabila Gugatan telah

memenuhi persyaratan formal yaitu

L.
2,

2.3
251

Surat Gugatan dizjukan dalam Bahasa Indonesia

Surat Gugatan terhadap pelaksapaan penagihan disjukan dalam jangka

waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan,

Terhadap selain Gugatan adalah 30 (tiga puluh) hari sejek tanggal diterima

keputusan yang digugat,

Terhadap 1 {satu) pelaksanaan penagihan atau 1 {salu) keputusan disjukan

1 {saty) Burat Gugatan

Syarat Lainnya yang dimuat pada Pasal 41 Undang-Undang Pengadilan
Pajak.

PENINJAUAN KEMBALI (PK)
Dasar Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum df fingkungan
Pengadilan Pajak. Pada ¢ra Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) maupun
Badan Penyelesatan Sengketa Pajak (BPSP). upays hukum ini tidak
dikenzl. Hal ini dapat dimengerti karena kedua lembags peradilan pajak
tersebut tidak berpuncak ke Mahkamah Agung, Peninjavan kembali adalah
upaya hukum luar biasa karena tidsk semus sengkets pajak bisa
menggunakan upaya hukum inl.

Ketemuan mengenai Peninjauan Kembali diatur dalam Undang-
Undang Pengadilan Pajak yaitu ;

a. Pasal 77 ayat (3), vang berbunyi : pihak-pihak yang bersengketa

dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan
Pajak kepads Mahkamah Agune.

b. Pasal 89, yang berbunyi : permohonan Peninjevan Kembali
hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mshkamah Agung
melalui Pengaditan Pajak. Permohonan Peninjavan Kembali
tidak menanggubkan atau menghentikan pelaksanaan putusan
Pengadilan Pajak. Permchonan Peninjauan Kembali dapat
dicebut sebelum diputus dan dalam  hal sudah  dicabut
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Permaohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat digjukan
lagt.

¢. Pasal 90, yang berbunyl : hukum acara vang berlaku pads

pemeriksazn  Peninjasan  Kembali  adalah  hukum  acars
pemeriksaan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam
Uindang-Undang Nomor 14 Tahun 1983 tenteng Mahkamah
Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang
ini,

Olel karena itu  Penirjauan Kembali menjadi wewenang
Mahkamah Agung. Sebagail pelaksanzan Pasal 77 (3} juncto Pasal 90
Undang-undang Peagadilan Pajak, pihak Mahkamah Agung telab
mengehtarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indenesia Nomor 3
Tabun 2002 Tasggal 23 Oktober 2002 mengenal Tata Cara Pengajuan
Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak.

Tata Cara Pengajuan Peninjavan Kembali (PK)
Ketentuan yang menjadi dasar untuk mengajukan Peninjsvan
Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 77 ayat (3)
Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Pihak-pihak
yvang bersengketa mengenai Putusan Pengadilan Pajak dapat mengajukan
Paniﬁjauan Kembali atas putusan itu kepada Mahkamah Agung.
Ketentuan mengenai pengajuan Peninjouen Kembali ini lebih
lantut diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 93 Undang-undang
Pengadilan Palak vang pada pokoknya mengatur hai-hal sebagai berikut ;
1} Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Apung hanya
dapat digiukan 1 (satu} kali saja dan harus diajukan melalui Pengadilan
Paisk

2) Permobonan Peninjauan Kembali  tidak menanggahkan  atau
menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajsk

3} Permohonsn Peninjauan Kembali dapat dicabut sehelum dipuwtus dan
apabila sudah dicabut maka tidak dapst disjukan kembali,

Selanjutnya mengenai Hukum  Acara yang berfaku  dalam

pemeriksaan Peninjeuan Kembali ini adalah Hukum Acara Pemeriksaan
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yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung, terkecuall yang diatur secara Khusus dalam Undang-

Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian maka dalam hal seperti itu

ada kemungkinan beriakunya dua hukum acara pemeriksaan, misalnya

untuk putusan Pengadilan Pajak yang diambil melalui Pemeriksaan Acara

Biasa.

Meskipun pada dasarnya tidak ada pembatasan mengenal macam
putusan Pengadilan Pajek vang dapat disjukan Peninjauan Kembali namun
dalam hal inl terdapat keientuan yang menyatakan bahwa permohonan
Peninjauan Kembaelt hanya dapat diajukan bilamana didssarkan pada
alasan tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 Usdang-undang
Pengaditan Pajak yaitu :

1} Apabils puiusan Penpadilan Pajak didasarkan pada suaty kebohongan

atau tipu muskihat pibak lawan yang diketabui setelah perkaranys
diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim
Pidana dinyatakan palsu.
Selanjutnya ditentukan bahwa permohonan Peninjavan Kembali yang
didasarkan alasan tersebut diatas harus diajukan dalam jangka wakiu
paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan
atau tipu muslihat atan sejak putusan Hakim Pengadilan Pidana
memperoleh kekuatan hukum tetap.

2} Apsbila terdapat bukil tertulis bamu yang penting dan bersifat
menentukan yang apabila diketashui pada tahap pcrsidangaﬁ di
Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda
Pengajuan Peninjsuan Kembali untuk putusan yang didasarkan atas
alasan tersebut diatas harus diajukan dalam jangka wakte 3 (tiga) bula
terhitung sejak diketemukannya surat-surat bukdl yang hari dan tanggal
diketemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disabkan oleh
Pejabat yang berwenang.

3) Apsbila teriadi telah diksbulkan suatu hal yang tidak dituntut atau
febih darl pada yang dituntuf, kecuali untuk perkara yang diputus
pengadilan Pajak dengan putusan :
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a. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya
b. Menambah pajak yang harus dibayar

4} Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya, atau

5) Apabila putusan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Permohonan Peninjauan Kembali untuk putusan yang didasarkan
atas alasan pada angka 3, 4, dan 5, tersebut di atas harus diajukan dalam
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

Selanjutnya juga terdapat ketentuan mengenai jangka waktu
penyelesaian permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimuat dalam
Pasal 93 Undang-undang Pengadilan Pajak, sebagai berikut :

a. Dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui
Pemeriksaan Acara Biasa maka Mahkamah Agung harus
memeriksa dan memutus permechonan Peninjauan Kembali dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan Peninjauan
Kembali diterima oleh Mahkamah Agung

b. Dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui
Pemeriksaan Acara cepat maka Mahkamah Agung harus
memeriksa dan memutus permohonan kembali dalam jangka waktu
1 (satu) bulan sejak permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh
Mahkamah Agung
Namun demikian, tidak terdapat ketentuan yang mengatur

mengenai konsekuensi apabila jangka wektu dimaksud tidak dapat
dipenuhi. Selain itu putusan atas permohonan Peninjauan Kembali harus
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Kemudian sebagai peraturan pelaksanaan seperti disebutkan di
muka, Mahkamah Agung (elah mengeluarkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2002. Hal ini dianggap perlu dilakukan karena
belum ada ketentuan yang mengatur tata cara pengajuan permohonan
Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan ke Mahkamah Agung dan juga

prosedur penyelesaiannya.
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Adapun tata cars permohonan Peninjauan Kembali diatur sebagai
bertkut :

a. Permohonan Peniniauan Kembali harus disjukan secara teriulis oleh
Pemohon, Ahli Warls, atau Kuasa Hukumnya yang ditunjuk secara
khusus untuk ity

b. Permohonan Peninjavan Kembalt harus menyebutkan secara jelas
alasan-alasarnya dengan dilampin bukfi-bukil vang mendukungnya

c. Permohonan Peninjauan Kembali disjukan kepada Mabkamah Agung

melatui Pengadilan Pajak. Akan telapi apabila ditempat tinggsl
Pemobon Peninjaven Kembali tidak terdapat Pongadilan Pajak, maka
permohonan diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
dimana Permohopan bertempat tinggal Apabila di tempat tinggal
Pemohon tidak terdapat Pengadiian Tata Usabe Negars (PTUN), maka
permohonan dapat dizjukan melalui Pengadilan Negeri di tempat
tinggal atay tempat kedudukan Pemohon:
Panitera Pengadilan yang menerima permohonan Peninjasan Kembali
harus mengruskan permohonan itu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
seiak akta permohonan Peninjawan Kembali ditandatangani. Panitera
Pengadilan wajib membubuhkan cap, tanggal dan hart diterimanya
Permohonan Peninjauan Xembalt di atas sural.

d. Pemohon membayar funas panjar biaya perkara sesuat yang ditentukan
dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang ditetapkan
Mahkamah Agung ‘

e. Permohonzn Peninjauan Komball diajukan dalam tenggang waktu 50
{sembilan puluh) har sejak

1. Diketahuinya kebohongan atau tipn muslihat yang diketahui
sctelah  perkaranya diputus oleh Pengadilan Pajak  atay
didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian dinyatakan palsu di
Hakim Pidana

2. Diketemuken surat-surst bulkti-bukti tertulis vang bsru wang
bersifat menentukan yang apsbils diketahui pads tahap
persidangan d1 Pengadilan Pajak akan menghasitkan putusen
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yang berbeda. Penemuan bukti-bukii harus menyebutkan hari
dan tanggal ditemukannva dinystakan dibawah sumpah serta
disahkan oleh Peiabat yang berwenang.

3. Putasan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak vang
berigi putusan yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut,
kezuall bila putusan diputus dengan amar putusan mengabulkan
sebagian atau seluruhnya atau menambah pajak yang harus

dibayar.

2.5.3 Proses Penyvelesaian Peninjauan Kembak
Retentuan mengenai pemberkasan diatur dalam Pasal 4 Persturan

Mahkamah Agung Nomor 3 {ahun 2002. Menurut keteatuan tersebut
Berkas Permohonan Peninjauan Kembali disampaikan kepada Direktur
Tata Usaha Nepara-Mahkamah Agung, dalam keadaan telah diahit / dijilid
! disusun secara balk dalam hcntui( dan uratan yang ditentukan dalam
Bundel A dan Bundel B, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :
a. Bundel A

Bundel ini merupakan himpunan surat-surat yang meliputi Surat

Banding atan Gugatan, dan semua kegiatan atau proses persidangan

atau pemeriksaan sengketa yang disimpan di Pengadilan Pajak yang

terdiri dari

1. Surat Permohonan Banding atau Gugatan

Z. Surat Uraian Banding stau Surat Tanggapan

3. Surat Bantahan

4. Surat Penetapan Penunjukkan Maijelis atau Hakim

8. Rencana Umum Sidang (RUS)

&é. Surat Pemberitahuan, Surat Panggilan, Surat Undangan Sidang

7. Berita Acara Sidang

8. Surat Kuasa dari kedua belah pihak { jika menggunakan Kuass)

¢ Lampiran-lampiran surat vang diajukan keduoa belah pihak

16, Surat bukti Permohonan Banding atay Penggugat dan Terbanding

atau Tergugat
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11. Salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak
12. Surat-surat kainnya yang mungkin ada
t. Bundel B

Bundel ini disimpan di Mahkamah Agung yang merupakan himpunan

surat-surat sengkela yang terdiri dari ;

1. Salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak

2. Bukti pengiriman salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak kepada
para pihak

3. Akta permohonan Peninjauan Kembali

4. Surat permehonan Peninjauan Kembali yang berisi alasan dan/ atau
dilampiri dengan bukti-bukti

5, Tanda terima permohonan Peninjauan Kembali

6. Surat Kuasa Khusus dalam hal permohonen ?ﬁai;xjazzaa Kembali
digjukan bukan oleh yang bersangkutan atau ahf warisnya dan harus
memenuhi syaral-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-

- undang Pengadilan Pajuk yang mengatur mengenai Kuasa Hukum

7. Surat pemberitahuan dan pengesahan salinan  permohonan

Peninjavan Kembali kepada pihak lawan

2.584 Praktek Proses Penyelesatan Peninjauvan Kembali
Proses penyelesalan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung
dapat digambarkan sebagal berikut -

a. Berkas permohonan Peninjeuan Kembali yang telsh disusun dalam
Bundel A dan Bundel B, oleh Panitera Pengadilan Pajak disampaikan
kepada Direktur Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. Direktur Tata
Usaha MNegara menerima dan mencatat dalam buku regisier vang
dibedakan menurut:
~Untuk Acara Biasa dengan kode ; No... . /B/PKPIK/........
~Untuk Acara Cepat dengan kode : No. JCPK/PIK/ .. ... ...

b. Berkas psrmohonsn Peninjfruan Kembali yang telah lengkep okh
Direkiur Tata Usaha Megara diajukan kepada Ketus Mahkamah Apung.
Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung akan menetapkan Majelis Hakim
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Apgung vang ditugaskan memeriksa perkara permohonan Peninjauan
Kembali tersebut.

Untuk perkara permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan
Pengadilan Palak yang dilakukan melalul Pemeriksaan Acara Biasa, maka
Mahkamal Agung berwensng memerintabkan Pengadilan Pajak untuk
mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan dan
pertimbangan  dari  Penpadilan  Pajak.  Sedangkan untuk  perkara
permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak yang
dilakukan melalui Pemeriksaan Acama Cepat den Mahkamah Agung
berpendapat haras dilanjutkan ke pemeriksaan materi, maka Mahkamah
Agung akan mengeluarkan Putusan Sela yang memerintahkan Pengadilan
Pajak untuk melakukan pemeriksaar materi sengketa. Kemudian putusan
atas sengketa beserta berkas perkaranya dikirim kembali ke Mahkamah
Agung. Dalam hal demikian, maka jangka wakiu 6 (cnam} bulan bagi
penyelesaian permobonan Peninjavan Kembali dihitung sejak diterimanya
hasil pemeriksaan tambahan dan pertimbangan.

Pada tahap akhir penyelesaian, Majelis Hakim Agung akan
mengadakan sidang untuk mengambil putusan berdasarkan data dan
keterangan yang ada. Mahkamah Agung harus mengirimkan salinan
putusan atas permohonan Peninjauan Kembali beserta berkas perkaranys
kepada Pengadilan Pajak dalam jangka wakiu 30 (tiga pulzh) hari
Selenjuinya Pengadilan Pajak hamis menyampaikan salingn pubusan
Mahkamah Agung tersebut kepada Pemohon dan Pihak Lawan {Ditien,
Paiak, Ditien, Bea dan Cukai, seria Pemerintzh Daeralt) dolam jangks
wakin 3G (figa puluh) hari dan mengirimkan bukt pemberitahuan putusan
dalam jangka waktu 30 {iiga pulub) harl.

2.6 PEMBAHASAN POKOK PERMASALAHAN
2,6,1 Kedudukan Kuasa Hukam Yang Beracars di Pengadilan Pajak
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Saat ink, penyslesaian permasalahan sengketa di bidang perpajakan
telah  memiliki sarama dengan adanya Pengadilan Pajak, schelum
Peagadilan Pajak hadir, masalah sengketz pajak diselesatkan Majelis
Pertimbangan Pajak yang kemudian berkembang menjedi Badan
Penyelsaian  Sengketa Pajak (BPSP). Hadirnys Penpadilan Pajak
menimbulkan kerancuan mengingat obyek sengheta pajak adalah Surat
Ketetapan Pajak {SKP) yang masih merupakan lingkup obyek Peradilan
Tata Usaha Negara (PTUN).

Apabila diksitkan depgan lingkungan peradilan yang ada,
Pengadilan Pajak merupakan suaty pengkhususan di Bngkungan Peradilan
Tata Usaha Neparg sebagaimana diatur dalam Pasal 9A Amandemen
Undang-{Undanyg Pengadilan Tata Usaba Negara (Undang-Undang Nomor
9 Tshun 2004). Oleh karena #tu untuk maju ke Peagadilan Pajek harus
memeriunkan Surat Kuasa Khusus yang membedakanoya dari Surat Kuasa
yang tercantum: dalam Undang-Undang Nomor 18 Tabun 2003 Tentang
Advokat, Pengaturan mengenal Surat Kuasa Khusus terdapat dan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan
Pajak.

Sebagian telah dijelaskan di depan bahwa Pengadilan Pajak adalah
Pengadilan yang mengemban kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur
dalam Pasal 24 UUD 1945. Yang menjadi tempat untuk mencari keadilan
mengenai sengkéza perpajakan. Dalam Pengadilan fersebut Waiib }’;a}ak
daiam posisi mengajukan Banding/ Gugatan sfas keputusan pemerintah
{Direktorat Jenderal Palak, Direktorat Jenderal Bes dan Cuksl dan
Gubernur), dalam ha! ini yang mempunyal otoritas perpajakan, Karena itu
para pihek yang mencarl keadilan baik dan Wajib Palak maupun dari
pihak pemerintab yvang tidak dapat hadir sendiri untuk boracara di
Pengadilan Pajak dimungkinkan dapat diwakili ofeh seorang atau lebih
Kuasa Hukum,

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kenangan Republik
Indonesia Nomor 06/PMK.01/2007 Tentang Perayaratan Untuk Menjadi
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Kuasz Hukum Pada Pengadilan Pajak, Kuasa Hukum adalah orang

perosangan yang telah mendapat ijin menjadi Kuasa Hukum dari Ketua

Pengadilan Pajak dsn memperoleh Surat Kuasa Khusus dari pihak-pihak

yang bersengkela uniuk dapat mendampingi dan atae mewsakili mereka

dalam berperkara pada Penpadilan Pajak. Untuk dapat memiliki ijin Kuasa

Hukum, orang perseorangan harus menyampaitkan permohonan secara

tertulis kepada Ketua melalui Seketariat Pengadilan Pajak dengan

menggunakan dan mengist Pormulir permohonan sebagaimana yang
ditetapkan oleh Peraturan Menterf Keuangan.

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tzhun 2002 Tentang
Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : para pihak yang bersengketa
masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atan lebih Kuasa
Hukum dengan Surat Kuasa Khusus. Untuk menjadi Kuasa Hukum harus
dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

A, Warga Negara Indonesia

b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang

peraturan perundang-undangan perpajakan

¢. Persydratan lain yang ditetapkan oleh menteri
Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU Pengadilan Pajek, Wajib
Pajek dapat menunjek Kusasa Hukum untuk mendampingi/mewakili Wajib
Pajak dalam proses Banding. Syarat-syarat untuk menjadi Kuasa Hukum ;
1. Warga Negara Indonesia
2. Mempunys! pengetabuan vang luas dan keahlian tentang peraturan

perundang-undangan perpajakan,

3. Persyaratan lain yang ditentukan Mentert Keuangan Mengacu pada
peraturan tersebut, Wajib Pajak dapat menunjuk secrang kuasa yang
bukan pegawainya dengan Surat Kuasa Khusus dengan syarab-syarat
sbb ;

a. Menyerahkan asli surat kuasa khusus yang bermateral yang memuat ¢
1) Nama dan slamat seria Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib
Pajsk pemberi kuasa;
2} Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak penerima kuasa.
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i) Bidang/cakupan hak/kewajiban perpajakan tertentu  yang
dikuasakan Wajib Paiak selaku pemberi kuasa kepada penerima
kuasa yang bersanghkutan

. Menguasai  ketentuan-ketentusn  di bidang  perpajakan.

Persyaratan ini terpenuhi apabila telah memperoleh pendidikan

di hidang perpajakan yang dibuktikan dengan memiliki ;

1) Brevet yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak atau;

2} ljazah formal pendidikan di bidang perpajakan yang diterbitkan
oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan status
disamakan dengan negeri

. Tidak pernzh dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan atau tindak pidana lain di bidang keuangan Negara.

Tata Cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar sebagai

Kuasa Hukum Pengadilan Pajak :

1. Bapgt Kuasa Hukum Pengacara :

- Warga Negara Indonesia, Pengacara (berlisensi), Sebagai Ahli
Paiak, memiliki NPWP atau form 1721 Al dari pemberi kerja

- Mendafisrkan diri ke sekretadiat Pengadilan Pajak {mengisi
formulir yang felah disediskan) dengan melampirkan sslinan
dokumen yang teleh dilegalisic :

- KTP

~ Surat [jin Praktek Pengacara

- Brevet Pajak/ Jlasah NPWP atau form 1721 Al dari Pemberi
keria.

- Pas Photo 2 x 3 2 lembar

2. Bagi Kuasa Hukum yang bukan pengacars :
~ Byarat yang harus dipenuhi : WNI, Sebagai Ahli Pajek
Memiliki NPWP atau Form 1721 Al dari pemberi kerja.
- Mendaflarkan diri ke sekretariat pengadilan paisk {mengisi
formulir yang telah disediakan) dengan melampirkan salinan
dokumen yang telah dilegalisir
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- KTP

- Burat {jin Praldek Penpgacara

- Brevet Pajak/ Liasah

- NPWP atau form 1721 Al dari Pemben kera.

« Pas Photp 2 x 1 2 lembar

Selein dalam Undang-Undang Pengadilan Paiak, ketentuan mengenal

porsvaratan dan prosedur mengenal permohonan df atur dalam Pasal 2

Peraturan  Mepleri Kcouangen Nomor 86/PMK 012007  tentang

Persyaratan Usntuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pagk

yang herbunyi @

1. Untuk dapal menjadi kuasa hukum orapg perseorangan harus
rmemenuhi persyaratan sehagai berikut

A, Warga Negara Indonesia (WNI);

b. Memiliki fjin kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 Undang-undang Pengadilan Pajak yang ditetapkan dengan
Keputusan Ketua Pengadilan Pajak;

¢, Memiliki Surat Kuasa Khusus yang asli dari pihak yang
bersenpgketa untuk mendampingi  atau  mewakili mercka
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang
Pengadilan Pajak dalam berperkars pade Pengadilan Pajak;

d. Mempunyal pengetahuan yang luas dan keshlisn tentang
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,

¢, Berljazah Sarjana afau Diploma IV dad perguruan tinggi yang
terakeeditasi oleh instansi yang berwenang;

f. Berkelakuan balk yang dibukitkan dengan Surat Keterangan
Berkelakuan Baik (SKXB) dari Kepolisian Negars Republik
Indonesia (POLRI) atan instansi yang berwenang; dan

g Mempunyat Nomor Wajib Pajak (NPWP).

{2} Untuk dapat memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak
mengenat iin Xuasa hukum sehagaimana dimaksud pada ayst (1)
huruf b, arang perseorangan harus menyampaikan secara tertulis
kepada Ketus melalui Sekretariat Pengadilan Pajask  dengan
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mengpunakan dan mengist formulir permohonan sebagaimana

ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kevangan int.

{3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) harus dilampiri
dengan @

a. Daftar riwayat hidup dengan mengisi folmulir Daftar Riwayat
Hidup sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 11 Peraturan
Menteri Keuangan ini;

b. Fotocopi Kartw Tanda Penduduk (KTP) WNI yang telah
dilegalisir dart instansi yang berwenang;

¢. Fotocopt jjazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi
yvang terakreditasi oleh instensi yang berwenang yang ftelsh
dilegalisin;

4. Fotovopi tanda bukti pengetahuan yang luas dan keablian
tentang peraturan perundang-undang perpajakan yang telah
dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

e. Fotocopy NPWP yang telah dilegalisir oleh instansi yang
perwenang;

f. Ast SKKB dari POLRI stau instansi yang berwenang; dan

g Pas Photo terakibir pemohon berukuran 2 x 3 om sebanysk 2
{dua) lembar,

{4} Tands bukil pengelahuan yang luas dan keahlian sebagaimans
dimsksud pada ayat {1} huruf d dan ayat {3} horuf 4 dibuktikan
dengan melampirkan : .

a Fotocopi ljazah/Bertifikat Brevet Pajak atav Ijazah/Sertifikat
Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dari lembaga
vang terakreditasi dan diakui oleh instansi yang berwenang
yang telah dilegalisin;

b. Fatocopi surat Izie Konsultan Pajak yang masih berlaku yang
telah difegalisir untuk yang berprofesi sebagal Konsultan
Paiak; dan slay

¢, Fotocopt Sertifikat Diploma HI {tiga) pajak/kepsbeanan dan
cuksi/akuntansi stau yang dipersamakan dad lembaga yang
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terakreditasi dan dizkui dalam menyelenggarakan pendidikan
serupa yang telah dilegalisir.

{5} Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢
tidak difampirkan sebagai persyaratan dalam  penyampaian
permohonan untuk memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak
mengenal zin kuasa hukom sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
{3), dan (4).

Dalam hal adanya Gugatan/ Banding terhadap Tergugat/ Termohon
Banding (Dvrien, Paiak, Dirjen Bea dan Cukal, serla Gubernur). Tergugat/
Termohon Banding dapat menunjuk Kuasa Hukumnya wntok maju ke
proses Pengadilan Pajak. Kuasa hukom Tergugat/ Termohon Banding
biasanya diwakili olek Pejabat/ pegawai dengan Surat Tegas. Dalam
prakiek, ada hal vang berbeda dilihat dari Surat Kwasa Khusus jika
dibandingkan dengan Surat Surat Tugas dari pihak Penggugat/ Pemohon
Banding. Surat Kuasa Khusus bagt pegawai Diirjen Pajak, dalam praktek,
biasanyz diganti dengan surat fugas tanpa meteral, Hal ini berbeda dengan
Penggugat! Pemohon Banding, Surat Kuasa Khusus untuk Kuasa Hukum
Penggugal/ Pemnohon Banding, Surat Kuasa Khusus vetuk Kuasa Hukum
Penggupat! Pemohon Banding harus bermeteral dan Kuasa Hukum yang
bersanpkutan harus mendapat ijin prakiek dari Ketua Penpadilan Pajak.

Masalah berikutnya yang bisa dipertanyakan adalah Surat Tugas
ity bisa menggantikar/ berkedudukan sama denpan Surat Kuasa Khusus.
Praktek selama int di Pengadilan Pajak, Surat Tugas itu di anggap sama
kedudukanmys dengan Surat Kuasa Khusus, Kami sependapat dengan hal
ini karena pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut

i. Kedudukan Surat Tugas tersebut fidak pemah dipermasalabkan

di Pengadilan Pajak bahkan sampal tfingkat Peninjauan
Kembali
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2. Surat Tugas itu menugaskan Pegawai dari Tergugat/ Termohon
Banding, hal ini bisa di artikan bahwa Tergugat/ Termohon
Banding #tu hadir sendiri di Persidangan.
3. Bahwa wakil dari Tergugat/ Termochon Banding ditunjuk
tersebul selale mereka yang incharge/ bertugas di bidang yang
mengurus perkara Keberatan/ Banding, artinya ini bisa di
anggap sebagai orang yaog ahii pajak juga., Dengan demikian
Juga setara dengan Kuasa Hukurm.
Menurtd kami, vang perlu di perhatikan adalah seyogyanya Surat
Tegas ity diberi Meleral sama sepenti Surat Kuasa Khusus mengingat
Surat Tugas itu merupakan dokumen vang tidak tergolong dalam dokumen
yang tercantum dalam Pasal § Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1585
Tentang Bea Metersi

Perbandiogan Kuasa Hukom Yang Beracara Di Pengadilan Pajak
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan
Pajak Dengan XKpasa Hukum Yang Beracara Di Pengadilan Umum
Menurut Undsng-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad

Pengaturan proses berscara di Penpadilan Pajak distur dalam
Undang-Undang No. 14 tahup 2002 fentang Peradilan Pajak. Uniuk itu,
Keputusan Ketua Pengadilan Pajék yang mengatur siana-siapa saja yang
dapat berscara di Pengadilan Pajak sudah berdasarkan undang-undang,
pengaturan yang dipakai soal Kueasa Hukum di Pengadilan Pajek adalah
Undang-Undang Peradilan Pajak, dan bukan Undang-Undang Advokat.
Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak
adalah fex spesialis dari Undeng-Undang Advokat, D Bhat dari Undang-
Undang Pengadilan Pajek izin menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak
semua ditentukan olch Ketua Pengadilan Pajak. Misalnya saja, untuk
mendapatkan surat ijin, syarstnys herus memiliki pengalsman ¢i bidang
perpajakan. Atau paling tidak, untuk mengajukan diri menjadi pengacara
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yang dapat beracara di Pengadilan Pajak harus memiliki latar belakang
pendidikan akuntansi atau perpajakan.

Dalam Pasal 32 UU Pengadilan Pajak tersebut dikatakan bahwa
Pengadilan Pajak  selain  memiliki kewenangan memeriksa dan
memutuskan sengketa pajak, juga berwenang mengawasi Kuoasa Hukum
yang membert bantuan hukum dalam sidang perpaiakan. Selanjuinya,
pengawasan terhadap kuasa hukum sebagaimana discbutkan di atas, diatur
lebih ianjut dengan Keputusan Penpadilan Pajak. Atas dasar itulahb,
akhirnya Ketua Pengadilan Pajak mempunyai kewenangan uatuk
menentukan siapa-siapa sgja yang bisa beracara di Pengadilan Pajak.
Mengenai pengawasan yang dijadikan acuan Ketua Peagadilan Pajak
mengatur slapa saja yang bisa beracarz di Pengadilan Pajek bukan tidak
mungkin dapat menimbulkan pengaruh negatif kepads kuasa hukum
pemberi bantean hukum yaitu psikologis si pemberi bantuan berada dalam

suatu tekanan, sehingga kebebasan untuk membela menjadi tidak ferjamin.

Oleh karena itu proses beracara di Pengadilan Pajak bertentangan
Undang-Undang No. 18 Tshun 2003 tentang Advokat karena -izin
pemberian jase hukum atau Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak tidak
mergiuk kepada Undang-Undang Advokat, melzinkan hanva pada
Undang-Undang Pengadilan  Pajak  berdasarkan  Keputusan  Kenuw
Pengadilan Pajak. Selain itu, Ketua Pengadilan Pajak tidak mewajibkan
pemberian kuasa nntuk beracara di pengadilan tersebut kepada scorang
advokat. Biasanya, Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terhadap
Surat Ketetapan Pajak Terhutang (SPT), banya memberiken kuasa pada
konsultan paiak, vang solchene bukan pengacars. Dengan kata laip
seorang pengacara yang sudah memiliki izin prakiek advokat, belum tenty
bisa berpraktek di Pengadilan Pajak. Dari hal tersebut &3 atas dapat di
simputkan bahwa Kuase Hukum menurut Undang-Undang Nomor 18
tahun 2003 tentang Advokat tidak berleku. Karena uniuk berpraktek di
Pengadilan Pajak ditentukan Ketoz Pengadilan Pajak
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Pasal | angka | dan 2 UU Advokat menyatakan seorang advokat
sebagai pomberi jasa konsultagi hukum, bantuan hukum, menjalankan
kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum
lain untuk kepentingan hukum klien gi dalam dan di luar pengadiian sesuai
Ul terschbut. Kriteris tersebut menjadi elemen penting bagi Pasal 31
Undang-Undang Advokat. Adagium lex spesialis derogat lex generalis
ternyata berlaku jugs terhadap undang-undang ini. Hal ini terindikasi
dengan melihat Pasal 34 ayat (2} Undang-Undang No.l4 tabun 2002
tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi . Syarat-syarat untuk menjadi
Kuasa Hukum :

Warga Negara Indonesia

2. Mempunyai pengetahuan yang Juas dan keahlian tentang peraturan
perundang-undangan perpajakan,

3. Persyaratan lain yang difentukan Menteri Keuangan Mengacu pada
peraturan tersebut, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa

yang bukan pegawainya.

PPada pasal tersebut tidak ada ketentuan yang mensyaratkan adanya

surat jzin Advokat bagi kuasa hukum yang mendampingi para pihak di
Penpadilan Pajak. Selain itu pada Pasal 32 ayat (1) UU Pengadilan Pajak,
Jjuga dikatakan fungsi pengawasan terhadap kuasa hukum dibebankan pada
Pengadilan Pajak. Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak mewajibkan
'Kuasa Hukum untuk mengantoﬁgi izin Advokat sebagaimana diatur
Undang-Undang Advokat. Selain itu, dalam Undang-Undang Advokat
juga tidak menjelaskan status dari fungsi pengawasan oleh Pengadilan
Pajak, apakah setingkat atau lebih tinggi dari pengawasan yang dilakukan
oleh organisasi Advokat atau berada di luar cakupan Undang-Undarg
Pengadilan Pajak. Karena Kuasa Hukum menurut Undang-Undang
Advokat mempunyai crganisasi yang mengawasi Kuasa Hukum, selain itu
Kuasa Hukum yang bersangkutan juga tunduk pada kode etik profesi.
Berbeda dengan Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, menurut Pasal 9
Peraturan Menter] Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007 tentang Persyaraian
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Untuk Meniadi Koasa Hukum Pada Pengadilan Pajak menyebutkan :

{1} Dalam hal Kussa Hukum scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak
mentaati  dan  atau  melanggar  peraturan  perundasg-undangan
perpajakan, termasuk Undang-Undang Pengadilan Pajak, Ketua
Pengadilan Pajak dapat mencabut Keputusan Pengadilan Pajak tentang
Izin Kuasa Hukum yang masih berlaky vang dimiliki oleh Kuasa
Huokum dimaksud.

{2} Pencabutan Keputusan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekukan
dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Pencabutan [zin
Kuasa Hukuee,

Seseorang dapat menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak
apabila vang bersangkutan memiliki kemampoan di bidang perpaiskan
yang diindikasikan dengan brevef dan aken berada di bawah pengawasan
pengadilan pajaik. Hal ini distur dalam UL Pengadilan Paiak, Meskipun
dapat saja dipergunakan adagium lex posteriori deérogat fex aposterior,
tetapi akan menjadi riskan, karena UU Advokat mengatur praktek pemberi
jasa hukum sccars umum sedangkan pasal pada Undang-Undang
Penpadilan Pajak, mengatur prakiek pemberi jasa hukum dalam ruang
fingkup lebih sempH vaitu di Pengadilan Pajak.

Berdasarkan penjelasan di  atas, penulis akan memaparkan
beberapa peraturan perundang-undangan lain seperti pada undang-undang
Tindak Pidana Korupsi dan Mazhkamah Konstitusi, maka terlihat hanya
Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mencantumkan mekanisme
penpawasan terhadap kuasa hukom {pengacara) yang berprakick di
pengadilan terssbul. Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Korupsi pun tidak memberiksn kewenangan kepada Pengadilan
Korupsi  untuk melakukan pengawasan terhadap kuasa hukum
sebagaimana hal tersebut diamanatkan oleh UU Pengadilan Pajak.
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Mahkamah Konstitusi juga tidak mensyaratkan kriteria kuasa
hukum yang dapat beracara di depan Majelis harus memiliki pengetahuan
luas dan ahli tentang masalah tata negara. Padahal sesungguhnya, masalah
korupsi dan ketatanegaraan pun tidak kalah peliknya dengan perpajakan.
Oleh karena itu pengawasan Kuasa Hukum oleh Pengadilan Pajak harus
diakui menimbulkan pertanyaan tersendiri. Ini dikarenakan badan
Peradilan Pajak secara realitas yuridis memiliki kewenangan khusus
dibandingkan badan peradilan lain yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (2)
UUD 1945, seperti peradilan umum dan Mahkamah Kounstitusi. Jika
demikian adanya, maka nasib dunia hukum akan mengikuti jejak langkah
dunia pendidikan yang kebijakannya selalu mengikuti arah angin
berhembus. Para Advokat pun akan bernasib bak buih di tengah lautan,

selalu terombang-ambing tak tentu arah.

Permasalahan terjadi ketika seorang pengacara yang hanya berada
di bawah pengawasan Pengadilan Pajak digugat di Pengadilan Negeri oleh
kliennya karena perbuatan melawan hukum. Meski Advokat dilindungi
oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam
menjalankan profesinya tetapi bagaimana dengan pengacara pajak yang

dituduh kliennya melakukan hal tersebut.

Secara eksplisit, ferlihat bahwa yurisdiksi UU Advokat tidak
mencakup Pengadilan Pajak. Ketiadaan izin seorang konsultan hukum
sesuai Undang-Undang Advokat tidak akan melanggar Undang-Undang
tentang Pengadilan Pajak untuk menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan
Pajak. Tetapi, apabila seseorang yang memiliki izin Advokat namun tidak
memenuhi persyaratan Pasal 34 ayat (2), bisa mengakibatkan Pengadilan

Pajak menolak orang tersebut beracara disana.
Kualifikasi, pengetahuan, dan keahlian tentang perundang-

undangan perpajakan paling tidak harus diindikasikan dengan bukti brevet

yang diperoleh dengan mengikuti kursus di lembaga khusus peradilan
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Paiak. Apa yang terjadi kalau suatu kantor hukum karona biasa mengurus
segala permasalahan kliennya tiba-tiba dalam wakiu singkat diminta
mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, sementars tidak ada seorang
pun di kantor tersebut memiliki ijin Kuasa Hukum?

Dalam hal ini kantor hukum yang bersangkutan jelas tidak bisa
memberikan jasa kepada kliennya, karena untuk beracara di Pengadilan
paiak seorang Advokal harus mempunyal ifin berscara di Pengadilan Pajak
dari keputusan Ketua Pengadilan Pajak. Untuk memperoleluiya, dapat
difihat persyaraten dalam Peraturan  Menteri Keuangan Nomor
6/PMK.01/2006. Dengan demikian alternatif lain apabila ada permintaan
seperti itu maka kantor hukum yang bersangkutan dapat mengembangkan
jaringan kepada kantor lain yang dapat beracarza di Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak, dapat digolongkan berada dalam lingkungan
Peradilan Tata Usaha Nepara {TUN) karena obyek senghketanye adaiah
keputusan aparat perpalakan. Aparafl perpajakan secara struktural dan
organisasional pun berada di bawah Departemen Kcuvangan yang
merupakan instansi pemerintah den putusannya dapat dijadikan obyek
gugatan TUN. Kenyataannya, Pasal 77 UU No.14 Tahun 2002 menutup
kemungkinan bagi pencari keadiian mengajukan putusan Pengadilan Pajak
ke Pengadilan Tinggl Tata Usahe Nepara. Inl menunjukkan bahwa akan
selalu ada pengecualian dalam implementasi suatu undang-undang di
Indonesia termasuk Undang-Undang tentang Advokat. Tidak tertutup
kemungkinan terdapat hambatan-hambatan lain terhadap keberlakuan
Undang-Undang Advokat selain hambatan yuridis sebagaimans terdapat
pada Undang-lindang Pengadilan Pajek. Hambatan lzin berkailan dengan
fingkup pengetahuan dan keallian yapg bersifat spesifik, Schab secara
wnun seorang vang berprakick di bidang hukum dapat diklasifikasikan
dalam dua rumpun besar yaifu praktisi di pengadilan dan praktisi dalam
bidang hukum {ertentu.

Prakiisi di pengadilan kontcksnya terkait dengan mendampingi
pihak yang berkepentingan daelam menjalani pemeriksean atau akdifitas
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lainnya di instansi penegak hukum, termasuk Pengadilan. Sedangkan
praktisi bidang hukum tertentu, di identikkan dengan keahlian yang
dimiliki untuk bidang tertentu (konsultan hukum), seperti project finance,
pertambangan dan perminyakan serta sebagai profesi penunjang di pasar
modal. Secara alamiah banyak kantor Pengacara yang berpraktek di
bidang tertentu, tapi sulit menemukan yang pengalaman, kompetensi dan
pengetahuan serta reputasinya diakui baik sebapai konsultan hukum

maupun sebagai Pengacara.

Dalam perkembangan global sekarang spesialisasi profesi menjadi
lebih mengemuka, demikian juga terhadap Advokat. Sama halnya dengan
profesi Dokter, Advokat pun perlu adanya spesialis. Banyak lagi
sebenarnya bidang Advokat yang perlu di spesialiskan tidak hanya tentang
MK dan Perpajakan saja. Namun agar lebih memudahkan teknis
pelaksanaannya setiap sarjana hukum harus mendapat ijin sebagai
Advokat umum (yang beracara di peradilan umum) terlebih dahulu baru
kemudian mengambil specialisnya, apakah itu Advokat di Mahkamah
Konstitusi, pasar bursa, pajak, HAKI, Ketenagakerjaan, Kepailitan dan
sebagainya. Agar lebih melindungi kepentingan klien/masyarakat
pengguna jasa hukum dan demi keteraturan ijin Advokat ada baiknya
memang profesi Konsultan Hukum diatur pemberian kewenangan dan
ijjinnya. Pengaturan terhadap profesi Advokat memang harus menyeluruh

dan segera, mengingat perkembangan yang cepat saat ini.
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BAB It
PENUTUP

1. Kesimpulan

a.  Untuk dapat memiliki ijin Kuasa Hukum, orang persecrangan harus
menyampaikan permohonan secara lertulis kepada Ketua melalui
Seketariat Pengadilan Pajak dengan menggunakan dan mengisi formulir
permohonan dan memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh
Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2007. Sebagai
pelaksanaan dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
Tentang Pengadilan Pajak.

b. Seorang Advokat belum tentu bisa berprakiek di Pengadilan Pajak,
kecoali memennhi syarat-syarat untuk menjadi Kuasa Hukum seperti yang
di tentukan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak. Dari hal tersebut di atas dapat di simpulkan babwa
Kuasg Hukum, dalam hal ioi Advekal, menurut Undang-Undang Nomor
18 tahun 2003 tentang Advokat tidak beriaks di Pengadilan Pajak.

2. Sarau

a. Sampai sast ini, belum ada persturan yang membatasi seorang kussa
dalam melaksangkan hak dan kewajiban perpajekan. Juga wdak ada
kewsjiban bagi kuasa atay Kuasa Hukum untuk memiliki brever pajak.
Yang terpenting adalsh Keass Hukum mempunyal pengetehuan yang luas
dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Hal ini bisa dibuktikan dengan iazah formal perpaiakan ataupun bulkdi
fainnya yang dapat dipersamakan dengan ijazah formal perpajakan
Sebagai contoh : walaupun sescorang tidak memiliki iazah formal
perpaiakan, tetapi pernah bekesia lebih deri dua tahun pada divisi pajak.
Tentunya orang tersebut dapat dikategorikan memiliki keahlian di bidang
perpajakan. Sudah saatnys dalam Undang-lUndang Pengadilan Pajak i
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masukkan pengaturan yang iebih terperinei mengenai keahiian di bidang
perpaiakan  yaitu mengikuti wiian Negara untuk memperoleh bhrevet
perpajakan (A/B/C)Y

. Sudah saatnya di bentuk suatu organisasi tunggal perpaiakan yang dapat
mengeluarkan kartu izin untuk beracare di Pengadilan Pajak sehingga
tidak terjadi kericuban lagi mengenal Kuasa Hukum untuk beracara di
Pengadilan Pajak seperti sekarang fnk.

. Menurut penulis, Surat Kuasa Khusus yvang dapat digantikan dengan Surat
Tugas untuk Kuass Hokumn Tergugat/! Termohon Banding seharusnya ada
meterai karena dalam Pasal 4 Undang-Undang NMomor 13 tahun 1983
tentang Bea Meteral, Surat Tugas tergebut diatas bukan sebagai salah satu

dokumen/ surat yang dikecualikan bebas meterai.
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B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1925 Tentang Bea Meterai

Undang-Undang Namor 28 Tahun 2607 Tentang Ketentuan Umum dan tala Cara
Perpaiakan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasiian, sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor § tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas

harang dan jasa serta pajpak Penjuslan atay barang Mewah, sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomeor 18 tahun 2660,

Undang-Undang Nemor 12 labun 1985 Tenlang Pajak Bumi dan Bangunan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahuns 1994,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Teantang Penagihan pajak Dengan Surat
Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Uadang-Undang Nomor 19 tahun
2000.

Undang-Undang Nemor 65 Tahun 2601, Tentang Paiak Daerah,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2006 Tentang Persyaratan Untuk
Menjadi Kussa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Pearaturan Menteri Kenangan Nomeor 22/PME 0372008 Tentang Persyaratan Serta
Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Scorang Kuasa

B. Internet
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Memmbang

Mengingat

Menetapkan :

PERTAMA. .

I%EE}BA

KETIGA

KEEMPAT

it

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK
Nomor: KEP- M4 /PP/IKH2009

TENTANG
IZIN KUABA HUKUM

KETUA PENGADILAN PAJAK,

a. Membaca Surat Drs. Hidayat Hoesni, Ak, M.M. tanggal 18 Maret 2009, vang
diterima Pengadilan Pajak tanggal 7 April 2009, perihal permobonan perpanjangan
1zin ke B (delapan) untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;

b, bahwa ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007
mengater persyaratan untuk menjadi Kuoasa Hukum pada Pengadilan Pajak;

¢. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap permochonar izin untuk
menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, pemchon sebagaimana dimalcsud
pada huraf a dianggap felah meroenuhi syarat-syaral yang diperlukan sesual
peraturan perundang-undangan;

d. Memperhatikan Noiz Dinas Ketua ?&t&gaﬁzia& Pajak Nomor : ND-004/PP/2008
tangzal 26 September 2008 hal Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Pajak;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa b, ¢ dan d
tersebut diatas, perlu menefapkan Keputusan Pelaksana ?agas (Pity Ketua
Pengadilan Pajak tentang Jzie Kuasa Hukum;

Undang-undang Nomor [4 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4189);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesm Nomor 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat

Pengadilan Pajak;

1. Keputusan Menteri Kevangan Republik Indonesia Nomeor 24/KMK.01/2004 tentang

Organisast dan Tata Kerje Sekmtariat Pengadilan Pajak scbagaimana telzh diuhah
denpan Peraturan Menteri Kevangan Nemor 176/PMK.01/2307;

4. Peraturan Menteri Kevangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.01/2007 tentang
Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;

S. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-002/PP/2002 tentang Tata Tertib

Persidangan Pengadilan Pajalk;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK TENTANG IZIN KUASA HUKUM.

Memberikan izin sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak kepada :

Nama : Drs. Hidayai Hoesni, Ak, MM,
Alsmat  : Perum Citra 2 Blok C.1 No.20 RT.003/012
Kel, Pegadungan, Kali Deres
Jukarta Rarat

: Mewajibkan kepada Kuasa Hukum sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA

untuk mentaati ketentvan sebagaimana distur dalam Undang-undang Nomor 14 Tabun

- 2002 tentang Pengadilan Pajak,
; Dalam hal diktum KEDUA tidak dipenubi, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan

Tzin Kuasa Hukum. Tinjauan Yuridis..., Susandi, FH UI, 2009
Keonufusan ini berlaku untuk janoka waktu 12 bulan terhitune seiak tanoeal ditetankan,
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PT NEWMONT MINAHASA RAYA

MENARA RAIAWALL 26TH FLOOR
JL. MEGA KUNINGAN LOT #5.1, KAWASAN MEGA KUNINGAN .
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SPECIAL POWER OF ATTURNEY
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Nrenber date:

The zm:&o‘,sfg;zm’ T

Maran bonglop : James Albert Osterkamyp

Fulf Nome
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M CV PN s

SERVIGE 18 OUR BUSINESS

MPLEKS DUTA MERLIN BLOK © 6-7 TELP : (021) 8347728 (HUNTING)
GAJAH MADA NO. 3-5 FAY :{021) 6334787, 6345508
ARTA 10130

SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Mama : Brata Lukman
Jabatan g Direktur
Perusahaan N CV. Piatu Mas
NPWP 2 {1.362.070.3-073.000 (d/h 01.362.070.3-026.000)
Alamat : 3. Gajah Mada 3-5
Komp. Duta Merlin Blok C6-7,
Petoio Utara, Jakaria Pusal

Diengan ini memberikan kuasa kepada »

Nama ; Drs. Hidajat Hoesnt Ak. MM

Jabaton : Partner

Lin Kuasa Hukam PP KEP-144/PPAKH/Z009

Perusahaan : MS Taxes

Alamat g Menara Bank Danamon Lantai 15,
J. Prof. Dr. Satrio Kav EIV No. 6
Jakarta 129560

Untuk mendampingi dan mewakili CV. Pintu Mas (NPWE: 01.362.070.3-073.000) dalam hal
menanpgani dan memberikan penjelssan sehubungan dengan Permohonan Banding PPN atas Surat
Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-1061/WPLI6/BI2,06/2008 tertanggal 30 Juni 2008 uniuk masa
pafak Februari 2006

Pemikian Surat Kuasa ind dibeat untuk dapat dipergenakan sebagaimana mestinya,

Jakarta, 05 September 2008

Penerima uass,

Tinjauan Yuridis..., Susandi, FH Ul, 2009
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Surat Kuasa

P Smwa Fe  Sopago ludonesin, s
perusalizan yang buralumal di Gedung A
Plaza, Lanti § Sune 501, 3 TB Simatupans
Kav.30 - Jakarta 12310, dougan Nomor Pokok
Waiio Pajak 01.061.343 8-036.000 dalam hal
diwakili  oleh  Direkturaya,  Jayesh  Komar
{sulanjuinys dischut sebaga “Pembert Kuasa™),
dengan int memberikpn kuasa kepada:

PT. Santa Fe Supraco Indonesia Paza Aminta 5" Floor, Sute 501, 4. T8, Simatupang Kov 10, Jokaia 12310, indonesia

Power of Attorucy

PU Raantr Fo Swpseo ludonesia, o company
having its address at Aminta Plazs Boilding, $%
Floov 2301, L T8 Simatupang Kav. 18 - Jakara
12310, Taxpaver  Reggtration  Numbor
U1.061.545.8.036.000 in this maltor ropresenied
by sy Durecior, Jayosh  Ramar, fhercbalior
reforred do as FAntharizer”), heschy give
prewer of atlorney 0o

Lo Wianbasa Wadyalmoka, :

i~

pava Penasthat Hokum, dori kantor konsalim
kv Esdipniranto, Hadinote & Pariners
yaog berabuoar di Gedung Burss 1ilek Indonesia
H, Lantai 21000 Jenderal Sudirman Rav. 32 - 53,
Jeborta 12190 Gelagjuioys  disebud  schigai
“Penerima Kuasa™s

B HB S

sniuk berthubsk unmiuk dan atag nama Pombaerd
Kyasa, baik sosdirbsondin aine borSmp-~mun,
wmowakidi dan menproses Banding df Pengadibn

Pagek werhmdap

Koputusan  Duekior Jenderal  Pajak Nomo
EVPASWPRLOTBDOY2008  rangpal 3
Jangari 2008 mengenal koberatan atas Surat
Ketotapan Pajak Kursng Bayar Pajak
Penghasiian Pasal 23 No: 0007 1/203/044)56/06
tanggal 26 Desemnber 2006 untuk Tahun Pajak
2004 dan wish terdafiar pada Pengadilon Pajak
dengen nomor senpketa pajak; 12-034307-2004,

Uniuk tajuan tersebut, Penerima Kuasa diberikan
kuasa dan wewenang penult untuk melaksanakan
segale tindakan dalarn acti yang scluas-luasiya
tapps ada yang dikecusbiken, termasuk tanpa
membatagi; mengiadap dan mengurus banding
pada Pengadiins Pajek ulse badan pernditan lain
yang berwenang atas gugalaa pajak; menghadap

Ponz Farkos:

Maochamad Facliri

being  lepal counscls o the Law Fom of
Hadipntranto, Hadinoto & Pariens having bis
whlrcas m Credung Bursa Blek fudonesia I 21
Floew, Jl Jenderal Sudipesan Kav, 3 . 33,
dakarte 12180 (Deremaiior  selomred 1o s
“Atiorney-in-{act’)

~—~8peci enliye

i et For and on bBehal? of the Authorizer, cithor

jontiv or soverally, o soprosem el provess an

Appeal at the Tax Court aygaimst

thwe Ixonoon of the Disewy Ueneml of Taxes
Namber KEP-1380WPTUTB0.0572008 duted M
luaumy  J008  regarding  objection o Tax
Asscssment  ~  Underpaymoent  Income Tax
Arlicle 23 HNo: GUDT7I/Z03/04/056706 dated 26
Becember 2006 For Fisenl Year 2004 and hos
been rewislerad in Tas Courl under ax dispuie
sumber: | 2-034307-2004.

For the abwive purposcs. v Atlorpey-m-fact has
full avthesity and powers 1o do wvery actions,
their widest meaning. including without Enviting:
lo appear and process appeal befors the lax
Courl ar other bodies having jvesdiction over ax
cinbmg: spoeae before evory Hlead of Comt and
every ollicial and judges al all adimlicwory

Tinfauan Yuridis..., Susandi, FH Ul, 2009



sclinp Ketun Pengadilan dun seliap peabat dan
hakien  di semoa Dadon poesdiln, ik
gomun  Pesgadiing Pajak, Vongedilan Neweenn
?’mgz;{}ilzm Taia  Ussha  Neparao  Pespadihng
Tinggl, dun Mahlkamah  Agung Repubhi
indonesin;, mengajulian scgala perminiuan sdun
parmohonan vang diperlukan  sesvampatio
surat-sural alau dokusmn-dokamen: s
segalz  tmdukon yang  damgeap porle okl
fFeperima Kuasa, monghadup seltp malans saax
beneenang dan mewakill kepemingaa Pembar
Kuasa dalam seliap proses pengocusss Bambing
Pemberi Kunsa, memohon, melthat, mosvaling
mengambil dan meayimpan setiap dobumwn din
rformast yang lersimpan pada sclisp st
yang  beesgnang;  mengaiokan  keborstas,
sugatan, banding dan peninguan kembali s
hal sctiap  kepuiusan  dan keiotapan yvaog
tohodap-uys dupat disjukan keberatan, zgmmm
ending stmr peninjuuan keibnli mengadikon
pordimmann dengan syaral-somal vang dhmog
bk eleh Ponerima Kuasio dan sl bk
stala tindaking hukuey dai upoayd hokues Jdstes
Mt seluas-lunsnya mn]m adda vanp dibecuaitban
yang damggap poda, penling dan berauns ol
Pencrima Immsn berdasarkan hukas vany
bedakn termasek namas iduk terhatlas hepade
andang-undasg mengenal ketentunn uning
perpaialan, Peagadilan Unjek don b aean
yirg berfaks i Pengadilan Pajak,

Pembert Kuasa dengan i mesjamin Ponering
Fuase  ferhadap  setiap dan  seanss biava
pengeingran, kerngian, putssan dan kewajibane
kewajiban lamy, formasuic (oatatan durl piiak
ketiga yang ditanggung oleh Pusepama KNuasa
seboga: akibar dai staw schubungan densos
tindakan<tindakan dalam stiked haik Ponerima
Kuasa yang dilakukan sesuai Surat Kusn i,

Pemberi  Kuasa  denpan i
Pencrima Kuazss terhadap sctiap don wonam
tmutan untuk  segalas bisys,  peagelvarm,
hubuman dan kewajiban duri sciinp pihak ketise
terhadip  Pomberi  Kunge  {terawsuk,  wupa
membalasi, temutas alas pajak yang ditviipla
olely Pemerinlah Indonesis dan/alay Pengadibn
Pajak} sebagar alubat dare alan  sehubungan
dengan tindakan-tindakan  dalem  ittkad 'mif\
Peserima Kuasa yang ditakukan sesuai dengan
Swat Kuasa ini, ‘
Surat Iuasa inf diberikan dengan bak substifvsi
dan hak retensi menurut peraturan perundung-
vndangan yang berlaku dan Surat Kuesa ing
berlaku ustuk jangka wakin satu tahun sejak
tanggal ditandatanganinya.

niciEnpany

tasbiox, incliling all Tax Conly, Uil Courls,
Adndniytiotve Cowtse High Courls, Supromw
el ol e Repoablic of hidenesdio 1o subnt all
avmenty Petitions wnl et sobunit fellers or
ductiments, kel sctions decnnd necessary by
the Atdorpey-u-liel appes botor, all cowpgiont

agthorttine and represenis e Awthorizer's
pitorosis ot oevery prowess of e Awsthorizer’s
Appenls b mUEs!, sce, a:ﬁp\' Like away and
DRI G’mzzmcnz\ and data availahle at CVerY
campwlenl bodics @ submin obiechions, claims
and appends 10 every pssossmenis and dogisians
shieh o subject Lo elygection. cham or agpeal;
wocanchude seikowents on tenus swhich e
Atternev-ta-loet rezards oy aceepadde:r and o
allpawize da ol Ingﬂ sctians aml unduriake ol
logud ressabies, withem oxospinen o mwy b
rogardded 0 nesessars . bpostzet gl aselul by
Hio Serpevan-iied pusssmgu o g phaabie lws
and regnisiony, tnchadune, sithow fnaiting, the
Imws on1ax procedure. Tax U amt nd procedial

Lisew and reptlotioms gpplivable at ts Tax Court,

The Anlhosizer bereby wdanuudy Angmey-in-fagt
avamsl any and sl cost, oxpense. damages,

Judgesent oy oller labiity, inclading elaim Fom

tird party, fneurved by the Auorney-in-lacl 93 a
sl ol o1 i connection with poad {mth astions of
Algmpey-dielacl pursius w0 this Power of

Allenziey,

The Awthorizer heeeby hald Apomey-indacl
hormiess sgainst any and o clabmg for any costs,
exponses, ponalties and labilitics Bt any thid
party sgainst lhe Autherszer (including but not
bmfled 3o clabms Tor wixes assessed by the
Idonesina Gavernment andfor the Tax Court} as
g result of or in conncclion with good faith
actions  of Allorney-in-fagl purssani io  (his
Fower o Atiornoy.

This Power of Alterney s gives with 1he right of
substitution and the right of refgntion, purguant
to applicable laws and regulations and this
Powcer of Attorney is valid for one year after iis
signature.

Tinjauan Yuridis..., Susandi, FH Ul, 2009
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Peabert Kuasa dengan mi o mcoerima dag
mengokui seiiap tudakan yang difakukas okeh
Penerima Kuasa alay subsitminya, herdasarkon

supil kKugsa i

Tangual/Date 1 36 January 2009

otk dan atas aamalion an on behalfol
PI Santa Fe Suprace lugdaacsin

Qieh/By e
MaumafName s Juyesh Kumar
fubatan/Position  : Dkl

Peacrima Kuassw/Attorney-in-inct

Q}UM&W

Winibany Widvaimako

N\

Mochamad Fachyi

‘The Awthorizer horebs sccept and achuowlodge
all agis underiaken by the Adtaney-in-fict or biy
substilnies, pursuant io this Posser ol Atoracy.

Fonti Partos

Tinjauan Yuridis..., Susandi, FH Ul, 2009
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